Ada Oy
f -

!

KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN
DALAM KAITANNYA DENGAN

SISTEM SELF-ASSESSMENT
( STUD! KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK )

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister llmu Hukum

Oleh :

SUKARDI, SH
NIM. B4A 000071
Program Kajian Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Pembimbing :

Ii;rof. Dr. Miyasto, SU
Noor Rahardjo, SH. M.Hum

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003



KEPATUHAN WAJIB PAJAK PERORANGAN
DALAM KAITANNYA DENGAN
SISTEM SELF-ASSESSMENT
( STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI KABUPATEN DEMAK )

Disusun Oleh :

SUKARDI SH.
- NIM. B4A 000071

Pembighbing Mengetahui :

7

/

Nawawi Arief, SH.
2. 130350519.

2. Noor Rahardjo, SH. M.Hum.; .o+ 5y
NIP. 130675153. N

AN

Tal. "
- i 11




KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang maha
kuasa atas berkat rahmat dan limpahan karunianya peny'usun dapat
menyelesaikan penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan
memperoleh gelar magister fimu hukum,

Dengan selesainya tesis inl sebenarnya penulis telah berusaha segenap
kemampuan agar dapat menyajikan tesis dalam benfuk dan materi sesempurna
mungkin, akan tetapi masih juga banyak kekurangan, baik dalam penyajian
maupun dalam pengolahannya. Cleh karena itu segala macam kritik dan saran
sangat penyusun harapkan. Meskipun demiklan dengan segala kerendahan hati
penyusun berharap semoga tesis inf ada manfaatnya.

Dalam kesempatan ini pula penyusun ucapkan beribu-ribu terimakasih
kepada : |
1. Bpk. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.

2. BpK. Prof. Dr. Miyasto.

3. Bpk. Noor Rahardjo, SH.-Mhum.

4. Dosen program pasca safjana magister iimu hukum Universitas Diponegoro
Semarang. '

Yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

Penyusun.

i




-masukan kepada pembuat kebijakan téntang perpajakan yang

ABSTRAK .

Bertumpu pada sistem perpajakan self-assessment, maka wajib pajak harus « -
dapat mengatast masalah perp_a_]kaknnya secara mandiri : - Untuk itu peneliti
mengadakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak perorangan di_Kabupaten
Demak, Mengingat bahwa mayoritas wajib pajak perorangan tersegbut adalah hanya -
berpendidikan SLTA kebawah, dengan demikian apakah mungkin wajib ~pajak
tersebut mampu memahami ketentuan perpajakan 7 Untuk itu peneliti tertarik
mengadakan penelitian terhadap wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak.

_Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh manakah kepatuhan
wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya 7 Bagaimanakah kondisi kepatuhannya serta apakah kepatuban wajib
pajak tersebut sudah menunjan smtex&ll()e'rpa_] akan self-assessment ?

~Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “praktek perpajakan oleh wajib
pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan, untuk mencari kejelasan pemahaman
wajib. pajak atas ketentuan perpajakan dan untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaan sistem perpajakan selé?a.gsessmenr oleh wajib %aja selama ini, '

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan baik dari
aspek teoritis maupun praktis yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
ilmu pengetahuan khususnya hukum perpajakan dan dlharallaka_n dapat memberikan

ada ¢ <a ebih sederhana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang
merupakan gabungan dart penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang
diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber” dari
baban pustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan.

"Metode analisa data yandg digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif, yaitu
dengan jalan mengumpulkan data deskriptif-analistis yang dinyatakan oleh responden
baik secara tertulis maupun lesan serta tingkah laku nyata dari wajib pajak yang di
teliti dan dipelajari sebagl suatu yarg; utuh. = -

~ Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan bahwa secara formal kepatuhan
we? ibpa _allcﬂ[c)slr_lorangan di Kabupaten Demak adalah mematuhi ketentuan pe aﬂ;}kan,
hal im did data bahwa dari 50 responden terdapat 72 % sudah mendaftarkan
diri untuk men a%atkan Nomor Pokok Wajib Pajak WP), dan dari wajib })ajak
tersebut yang telah mengirim Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan sebanyak 36,11 %,
dan yang 14 % tidak mengisi maupun mengirimkan SPT-nya. Dari 14 % tersebul

ang tidak mengisi maupun mengirim SPT-nya sebanyak 60% yang disebabkan

arena kesengajaan wagb pajak dengan alasan bahwa wajib pajak lebih senang
dlﬂatuhl sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- daripada harus mengisi dan mengirimkan
SPT-nya. Dari hasil analisa peneliti terhadap ketentuan perpajakan bahwa Pasal 7
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata_cara
perpajakan mengenai sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak In_el;%S_l dan
mengirim SPT-IH(a memang merupakan /oophole atau celah yang dapat dlé) ai oleh
wajib pajak unt menighmdar ataupun _meng%s]apkan pajak, karena denda tersebut
dirasa oleh wjib pajak lebih efisien daripada harus mengisi, menginm SPT-nya dan
membayar pajak, Disamping itu dari analisa peneliti mengenal besanza sanksi denda
tersebut_adalah kurang mencerminkan keadilan, dimana wajib pajak adalah terdiri
dari wajib pajak perorangn dan badan, tetapi kenapa besarnya sanksi denda tersebut
disamaratakan, mestinya berbeda. Untuk itu peneliti sarankan kepada stake-holder
pembuat perundang-undangan perpaéakan agar sanksi denda tersebut di perbesar dan
ada perbedaan tenfang besaran denda antara wajib pajak perorangan dengan badan
dan tentunya yang wajib pajak badan sanksinya lebih besar. Adapun dalam penentuan
besarnya denda supaya ditentukan sebesar 10 kali dari besarnya pajak terutang setelah
ditetapkan oleh fiskus berdasarkan hasil pemeriksaan, hal ini dimaksudkan agar lebih
adanya kepastian efek pen_lleraannya dan berlaku terus-menerus dengan demikian
hukum berlaku tidak berubah-ubah atau bisa mengikuti perkembangan jaman,
' Adapun tingkat pemahaman ketentuan_perpajakan dari wajib pajak tersebut
adalah masih rendah, terbukti dari 36 wajib pajak aiing telah” memiliki NPWP
ternyata yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakkannya hanya 25 %. Untuk
itu kami sarankan pula kepada fiskus untuk meningkatkan sosialisasi ketentuan
perpajakan serta bimbingan teknis operasionalisasi perpajakan agar wajib pajak
perorangan mampu melaksanakan ke'wajiban perpajakannya. - _
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ABSTRACT

Convergent at taxation system self-assessment, hence taxpayer have to eamn to
overcome the problem of taxation self. For that researcher perform a research
concerning compliance of individual taxpayer in Demak regency. Considering that the
individual taxpayer majority is only education of under High Scholl, with that way do
possible the taxpayer can comprehend rule of taxation? For that researcher interest to
perform a research to individual taxpayer in Demak regency.

Problem is this thesis is as far as such compliance of individual taxpayer in
Demak regency fulfilling taxation obligation? How its condition of him and also do
compliance of the taxpayer have supported taxation sysiem self-assessment?

Target of this research is to know taxation practice by taxpayer in knowing rule

~ taxation, to,look for clarity is understanding taxpayer rule taxation and to know how far

execution of taxation system self-assessment by taxpayer during the time,

This research benefit is expected to earn input giving either from practical and
also theoretical aspect able to give idea contribution to science specially revenue tax and
expected can give input to maker of policy about more simple taxation.

This research use research method with approach representing alliance of research
yuridis-normatif’ and yuridis-empiris which is purpose obtaining secondary data and
primary data have a sources from book materials and also from execution of legislation

Method analysis data the used is deskriptif-qualitatif method, that is by way of
collecting deskriptif-analistis data expressed by responder cither, through written and
also target and also real behavior of accurate taxpayer and studied by as a intact.

Result of the rtesecarch obtained by finding that formally of compliance of
individual taxpayer in Demak regency is to obey rule of taxation, this matter is -
supporied by data that from 50 responder there are 72% have registered self to get Tax
Code Number, and from the taxpayer which have sent Annual Tax Return counted
86,11%, and which is 14% do not fill and also deliver this Annual Tax Return. This
14% the which do not fill and also deliver this Annual Tax Return counted 60% caused

by intention of taxpayer with reason of that taxpayer more like to be fallen by sanction

fine equal to one hundred thousand rupiah than have to fill and deliver this Annual Tax

- Return. Researcher analysis to rulc of taxation that section 7 Laws numberl6 the year
2000 about rule of taxation procedures and public concerning sanction finé to taxpayer

which do not [l and send this Annual Tax Return il is true represent gap ot loophole
able to wear by taxpayer to refrain from and darkening lease. because the penalty felt by
taxpayer more cificient than have to [ill, sending Annual Tax Return and pay for lease.
Beside that from researcher analysis regarding the level of the penalty sanction is less 15
expressing of justice, where taxpayer is consisting of individual taxpayer and body, but
why level of the penalty sanction generalized, its his must differ. For that researcher
suggest to stake-holder maker of legislation of taxation the to penalty sanction enlarge
and there is difference about mulberry fine between individual taxpayer with body and
it is of course which is its bigger sanction body taxpayer. There by will be more express
justice. As for in determination of its level of penalty is 10 times in debt lease after
specified by fiskus pursuant to result of inspection. this matter in order to effect
discourage and go into effect continuously and unvaried or keep abreast of era. As for
level of is understanding of rule of taxation of taxpayer is still lower, is proven from 36
taxpayer which have owned Tax Code Number the reality can execute obligation
taxation of it only 25%. For that we suggest also to fiskus to increase socialization rule
of taxation and also technical tuition of taxation operational to individual taxpayer can
execute obligation of taxation



DAFTAR 18I

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAKS!I
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Permasaiahan

1.3. Kerangka Teori

1.3.1. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Pajak
1.3.2. Unsur-unsur Pajak |
1.3.3. Fungsi Pajak
1.3.4. Asas-asas Pemungutan Pajak
1.3.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia
1.3.6. Sistim Perpajakan Nasional
1.3.7. Pengertian Sef-assessment
1.3.8. Faktor-Faklor Bekerjanya Hukum
1.3.9. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum
Pajak dari Wajib Pajak
1.4. Tujuan Penelitian
1.5. Manfaat Penelitian
. 1.6. Metode Penelitian
1.7. Sistematika Penulisan Tesis

BAB Il : TELAAH PUSTAKA
2.1. Kepatuhan Hukum
2.1.1. Dasar-dasar Kepatuhan Hukum
2.1.2. Kesadaran Hukum

W o~ e

11
13
16
17
22
23
24

25
25
26
32

35
35
43

vi



2.1.3. Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dengan

Kepatuhan Hukum

2.2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5,
2.286.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.

Wajib Pajak

Kewaijiban dan Hak Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Subyek Pajak

Obyek Pajak

Masa Pajak

Tahun Pajak

Bagian Tahun Pajak

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan Masa
Surat Pemberitahuan Tahunan
Surat Ketetapan Pajak
Pajak Terutang

Surat Paksa

Pemeriksaan Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasai 23
Pajak Penghasilan Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 26

2.3. Sistem SeX-assessment

2.3.1.

Sistem Qficial-assessment

2.3.2. Sistem Semi Sef-assessment Dan Sistem With-

44
47

47
48
80

53
55
56
56
57
58
60
61
62
69
70
71
73
17
82
84
85
67

89
89

vl



BAB

holing
2.3.3. Sistem Fulf Sef-assessment

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap
Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan
3.1.1. Jumiah Wajip Pajak Perorangan Di Kabupaten
Demak
3.1.2. Pendaftaran NPWP.
3.1.3. Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan
3.1.4. Penyelenggaraan Pembukuan Atau Pencatalan
3.1.5. Penerapan Penggunaan Norma Penghitungan
| Penghasilan Oleh Wajip Pajak Perorangan
3.1.6. Kejujuran Wajib Perorangan Dalam |
Mengisi/Mencantumkan Penghasilannya Di SPT
3.1.7. Kejujuran Wajib Pajak Perorangan Dalam
Mencantumkan Pajak Penghasilan Yang Di
Pungut Cleh Pemungut/Pemotong Pajak
Penghasilan Pada SPT
3.1.8. Penyampaian SPT
3.1.8. Pembayaran Pajak

3.2. Kondisi Kepatuhan Wajip Pajak Perorangan di
Kabupaten Demak Terhadap Ketentuan Perpajakan
Berkaitan Dengan Sistem seff-asséssment
3.2.1. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Ketentuan

Perpajakan _
3.2.2. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap
| Pelaksanaan Sitem Sek-assessment
3.2.3. Pemeriksaan Pajak
3.2.4. Sural Ketetapan Pajak

80
91

96
98
102

104

105

107
113
116

117

117

119
120
121

viii




3.2.5. Surat Tagihan Pajak & Surat Paksa

3,3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam
Menunjang Sistem SeHN-assessment di Kabupaten
Demak
3.2.1. Pengambilan Surat Pemberitahuan Tahunan
3.3.2. Menghitung Sendiri/Menetapkan Sendiri

Besarnya Pajak Terutang
3.3.3. Menyetor Sendiri Pajak Yang
Terutang/Angsuran Pajak

BABIV : PENUTUP
4.1. Simpulan.
4.2. Garan,

DAFTAR PUSTAKA

122

123
123

126

127

129
134

ix



1.1,

BAB.I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang sangat
penting, disamping minyak dan gas bumi, meskipun penerimaan dalam
negeri sebagian diperoleh dari migas, namun prospek penerimaan pajak
masa depan akan jauh {ebih cerah jika dibandingkan dengan penerimaan
pada migas. Pada masa silam, pajak dipergunakan untuk menggaiji
penguasa, memelihara tentara atau membayar pemerintahan kKolonial yang
Kesemuanya beﬁentangan dengan kepentingan rakyat. Dan saat sekarang
ini pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan {(Amin Widjaya

Tunggal, 1985:1)

Masalah pajak itu adalah masalah negara, dengan demikian terhadap
seliap orang yang hidup dan tinggal dalam suate wilayah negara harus
berurusan dengan masalah pajak, oleh karena itu masalah pajak juga
menjadi'masalah terhadap seluruh rakyat yang linggal dalam wilayah
negara fersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota
masyarakat dalam suatu negara harus mengetahui secara benar terhadap
segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Pendek kata

masalah pajak itu adalah masalah bagi kita semua.




Undang Undang Dasar 1945, Bab VI, Hal Keuangan, Pasal 23,
disebutkan bahwa, untuk pembiayaan penyelenggaraan negara, pemerintah
tiap-tiap tahun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang difetapkan dalam sebuan Undang Undang. Juga sebagai arah
kebijakan seperti yang ditetapkan dalam bidang ekonomi menetapkan
antara lain adalah mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan
prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah
penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri
(Tap MPR RI No.lV/MPRA999, tentang Garis Garis Besar Haluan Negara

(99972004, Bab IV Huruf B Angka 7).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2002,
merupakan satu kesatuan Yyang tak lerpisahkan dengan Rencana
Pembangunan Tahunan (REPETA) Tahun 2002, disamping mengacu pada
arah kebijakan yang digariskan dalam Ketetapan MPR No. [V/MPR/1899
tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN} Tahun 1999-2004, dan
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (PROPENAS) Tahun 1999-2004, juga merupakan kelanjulan dari
kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2002 sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2002, juga mempertimbangkan Kinerja perekonomian

dalam Tahun Anggaran 2001.
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Berbagai perkembangan dibidang ekonomi dan non ekonomi
memberikan dampak yang kurang menguntungkan {erhadap proses
pemulihan ekonomi datam Tahun Anggaran 2001, Disisi ekenomi, depresiast
nilai tukar rupiah dan meningkainya suku bunga Sertifikat Bank Indongsia
(SBY) yang cukup jauh dari asumsi dasar yang digunakan, memberikan
tekanan dan hambatan yang cukup berat ferhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001.

Sementara itu, terhambatnya pelaksanaan Kebljakan fiskal, seperti tidak
dapat diberlakukannya secara penuh rencana Kebijakan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal Aprii 2001, serta adanya
pembatafan sebagian pencairan pinjaman program unfuk mendukung
pembiayaan pembangunan, juga turut memperberat pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001. Selain itu, kKondisi
politik, sosial dan ekonomi didalam negeri yang kurang kondusif,‘_ yanhg
ditandai dengan ketidak stabilan situasi politik dan terjadinya gejolak sosial
dibeberapa daerah, juga merupakan salah satu fakior penghambat upaya
percepatan proses pemulihan ekonomi.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Kebijakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 diarahkan pada
beberapa sasaran pokok, terutama upaya untuk mewujudkan ketahanan
fiskal yang berkelanjutan (fiscai sustainability), — menciptakan stabilisasi
ekonomi makro, memberikan stimulus ferhadap Kegiatan perekonoemian

dalam batas-batas Kemampuan keuangan negara, serta mendukung proses

LEM]
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pemulihan ekonomi, Kebijakan tersebut Juga diarahkan untuk memaniapkan
proses desentralisasi, dengan tetap mengupayakan pemeraiaan,

kemampuan antar daerah yang sepadan dengan penyerahan heberapa

- wewenang kepada Pemerintah Daerah, dalam kerangka negara kesatuan

Republik Indonesia (Penjelasan Undang Undang No. 19 Tahun 2201).

Dalam rangka pemenuhaﬁ kebutuhan belanja negara dan sekaligus
unfuk menjaga kemantapan dan Kesetabilan pendapatan negara,
pengerahan dan penggalian sumber-sumber penerimaan dalam negeri,
terutama dari penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan. Hal {ersebut
dilaksanakan melalui berbagai langkah, antara fain penyisiran {canvasing;
{erhadap Kegiatén usaha disentra-sentra ekonomi tertentu, penyisiran
terhadap berbagai objek pajak atau fransaksi fertentu yang dapat dijadikan
petunjuk  tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak,
pengembangan sistem informasi dan  monitoring perpajakan  yang
terinteqrasi, serta peningkatan kualitas aparatur, pengawasan administratif,
pemeriksaan, penyidikan, penagihan secara aklif dan penegakan hukum

(ANTARA, Warta Perundang-undangan, Edisi 2718/Th.XX1}.

Untuk mengetahui secara riil tentang seberapa besar penerimaan
negara disektor perpajakan pada Tahun Anggaran 2001 dan pada

Tahun Anggaran 2002, - adalah sebagai berikul :

R N B L St (R Nt & - N



1.1.1. Penerimaan negara disektor perpajakan Tahun Anggaran 2001

adalah

sebesar Rp. 184.736.600.000.000,00.

Jumiah tersebut diperinci sebagai berikut :

- Pajak Dalam Negeri . Rp. 174,188.800.000.0600,00;

- Pajak Perdagangan infernasional : Rp. 10.547.800.000.000,00.
1.1.2. Penerimaan negara disektor perpajakan Tahun Anggaran 2002

dipe‘rkirakan sebesér Rp 219.627.480.000.000,00.

Jumiah tersebut diperinci sebagai berikut :

- Pajak Dalam Negeri . Rp. 207.028.880.006.000,00.

- Pajak Perdagangan Infernasional . Rp. 12.698.600.060.000,00.

Berdasarkan dengan hal tersebul diatas dikaitkan dengan sistem
perpajakan se!f—asse._ssment di Indonesia, dimana kepada wajib pajak
untuk menghitung sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan, mengambil sendiri
Surat Pemberitahuan Tahunan, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan
dengan henar, menghitung peajak penghasilan yang ferutang serta
membayar jumiah pajak penghasilan yang terutang dalam Kas negara ianpa
campur tangan fihak fiskus , sebelum Surat Pemberitahuan Tahunhan
diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka kepada wajib pajak
untuk selalu jujur didalam melaksanakan sef-assessment tersebut agar
penerimaan negara selalu meningkat sehingga akhirnya pembangun

diberbagai bidangpun meningkat (Amin Widjaya Tunggal : 1995 : 42-43).
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Faktor-fakior yang mempengaruhi pelaksanaan sistem perpajakan

seffassessment adalah:

- Kesadaran pajak wajib pajak {Tax Coansciousness),

- Kejujuran Wajib Pajak;

- Hasrat Unfuk Membavyar pajak (Tax Minddeness) dari wajib pajak;

- Disiplin wajip pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak (Tax
Discipfine) sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya
memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh
undang-undang seperti memasukan Surat Pemberifahuan Tahunan pada
wakiunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa

diperingatkan untuk metakukan hat itu (Rochmat Soemitro, 992 : 12).

Dipifinnya lokasi penelitian tentang Analisis Ketaatan Waijib Pajak di

Kabupaten Demak adélah didasarkan atas data-data sebagai berikut:

- pahwa Kabupaten Demak yang luasnya 89.473 ha. dimana luas {ersebut
yang 51.603 ha. adalah tanah sawah dan yang 38.140 ha. adalah tanah
agraris.

- Jumlah penduduk sampai dengan tahun 2000 tercatat: 880.218 jiwa, yang
usia produktif (umur 20 s/d 60 tahun) sebanyak: 210.239 jiwa, dan dari
jumiah tersebut yang bergerak dibidang usaha industri produksi sampai
dengan tahun 2000 sebanyak 6.850 jiwa dait yang bergerak dibidang

perdagangan formal dalam kurun wakiu & tahun terakhir {s/d tahun 2000)



1.2.

sebanyak 1.256 jiwa.

- Belum lagi difambah kurun waktu sebelumnya dan juga para pedagang in-
formal, dimana jumlah tersebut terus meningkat (Demak Dalam Angka,
2001:4,34-38,180-181).

Jumlah usahawan tersebul diatas sebagian besar merupakan wajb
pajak perseorangan.

- Latar belakang pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Demak,
gimana sampai fahun 200 yang lulus SD sebanyak 324.883 jiwa, lulus
SLTP sshanyak 117.344 orang, lulus SLTA hanya 78.802, D1, D2, D3
hanya 9.203 orang, D4/S1 hanya 7.874 orang, dan yang tidak seKolah
74.652 orang.

- Jumiah tersebut' yang bergerak dibidang usaha industri dan perdagangan
mayoritas berpendidikan SD, SLTP dan SLTA (Demak Dalam Angka,
2001 1 81).

Data-data  fersebut apabila  dikaitkan dengan faklor-faklor  yang

mempengaruhi pelaksanaan sef-assessment adalah merupakan hal yang

Tenarik untuk di laksanakannya penelitian ini.
PERMASALAHAN
Bertumpu dari latar belakang tersebut, dikaitkan dengan sistem

perpajakan Sef-Assessment apakah memungkinkan para wajih pajak

perseorangan di Kabupaten Demak dapat melaksanakan kewajiban-




kewajiban perpajakannya sesuali yang digariskan pada Kketentuan

perpajakan? Untuk itu maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.2.1. Sejauhmana kepatuhan wajib pajak perseorangan {erhadap
pelaksanaan ketentuan perpajakan?

1.2.2. Bagaimanakah kondisi kepatuhan wajib pajak saal ini herkaitan
dengan sistem sef-assesment?

1.2.3, Apakah kepatuhan wajib pajak selama ini menunjang sistem sef-

assessment ?.

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN

1.3.1. Pengertian dan Tinjauan Umum tentang Pajak.

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang
hidup dafam suatu negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena
itu masaiah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara.
Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus tahu
segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yaitu
“luran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) vang
terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”™ {Amin
Widjaya Tunggal, 1995 : 1).



Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. R. Soemitro, SH.
adalab :
“luran pajak Kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik
(konira presiasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat

digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (AA. Barata,
AA Ardian, 1588 © 1-9),

Definisi pajak diatas selalu berkaifan dengan kata “paksa” dan
“imbalan” meialu ungkapén “uran yang dapat dipaksakan, dan tanpa
jasa timbal yang dapat ditunjuk”. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut
adalah bahwa luran yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa
karena kekuatan undang-undang pajak maka rakyat yang karena
ketentuan didalamnya wajib membayar iuran/pajak mau fidak méu
harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini pemerintah dapat
mémak_sa wa}ib. paiak  untuk memenuhi kewajibannya dengan -
menggunakan sural paksa dan sita. Tenpa rasa timbal balk yang
dapat ditunjuk mengandung arti bahwa sefiap wajib pajak yang
membayar iuran/pajek kepada negara tidak akan memperoleh balas
jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi secara tidak‘ langsung
wajib pajek memperoleh pelayanan pemerinfah yang ditunjukkan
kepada seluruh anggoia masyarakat (balk yang membayar pajak
maupun yang tidak wajib) melalui penyelenggaraan sarana _irigasi,

jalan, jembatan dan sebagainya (Amin Widjaya Tunggal, 1995 : 2).
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Pajak diatur dalam undang-undang, oleh Kkarena ifu ia harus
mempunyai dasar hukum yang kuaf dan mantap serfa pembuatan
undang-undang pajak harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dari

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki urisur-unsur :

1

luran dari rakyatl kepada negara. Yang berhak memungul pajak

hanyalah negara. lurantersebut berupa uang (bukan barang).

Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau

dengan kekualtah undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1

Tanpa jasa timbal atau Kontraprestasi dari negara yang secars
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat

ditunjukkan adanya Kontraprestasi individu oleh pemerintah.

Digunakan unfuk membiayai rumah tangga negara, yakni
pengeluaran yang bermanfaal bagi masyarakat luas (Mardiasmo,

2600 : 1).

1.3.2. Unsur Unsur dan Ciri Ciri Pajak.

Yang dimaksudkan dengan unsur adalah :

“sesuatu yang harus ada agar supaya sesuatu itu akan ada.
Selanjutnya ciri adalah apa yang nampak dari luar kepada kita
melalui panca indera Kita.

Unsur-unsur pajak adalah :

- ada undang-undang pajak yang mendasari;
- ada penguasa pemungut pajak;

- ada subjek pajak;

- ada ohjek pajak;
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- ada masyarakat/kepentingan umum,
- ada Surat Ketetapan Pajak.
Jika salah satu unsur fidak ada, maka tidak mungkin ada pajak.
Maka semua unsur harus ada supaya akan ada pajak’.
Ciri-ciri pajak adalah :
- dapat berupa pajak langsung atau pajak tidak fangsung;

- dapat dipungut sekaligus atau berulang-ulang;

- dapat dipaksakan;

- tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk;

- untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya Kkedalam kas
negara;

- dapat digunakan sebagai alat pendorong atau alat penghambat;

- penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada di
juar bidang keuangan, termasuk kebijaksanaan, yang lazimnya
disebut kebijaksanaan fiskal (Rochmat Soemitro, (893 © 162).

1.3.3. Fungsi Pajak.
1.3.3.1. Fungsi Budgefer (APBN}.

Fdngsi budgeter atau fungsi untuk mengist kas negara
mempunyai tugas memupuk dana demi memperlancar roda
pemerintahan serta usaha pembangunan. Qleh karena itu
demi memperlancar pembangunan, maka penerimaan dalam
negeri, ftermasuk didalamnya penerimaan dari seklor
perpajekan harus berhasil pula. Dengan berhasiinya
pemerintah memupuk dana, berarti pemerintah berhasil pula
dé!am melancarkan roda pemerintahan, dengan demikian

dapat mencukup kebutuhan rutin. Kelehihannya merupakan
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“tabungan pemerintah®, yaitu suatu dana y.ang dipergunakan
untuk  membiayai pembangunan. Sedangkah penerimaan
pemerintah dari dalam negeri sebagian besar dihasilkan dari
hasil pemungutan pajak-pajak. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa melalui pjak pemerintah dapat mengisi kas
negara yang dipergunakan unfuk memenuhi kebutuhan rufin,
sedangkan kelebihannya yang merupakan tabungan

nemerintah disediaskan untuk mementhi biaya pembangunan.

1.3.3.2. Fungsi Mengatur (Fiscal Policy).

Dengan  fungsi  mengatur, pemerintah dapat
mengarahkan  kebijaksanaan - fiskalnya sesuyal  dengan
kebilaksanaan pemerintah di bidang antara lain, ekonomi,
sosial dan lainnya. Hal seperti inflah kini antara lain dilakukan
pemerintah dalam usahanya mengundang para investor
{peranam modal), baik asing maupun nasional agar bersedia
menanam modalnya di Indonesia, dengan diberikan beberapa
fasilitas dibidang perpajakan, misalnya pajak perseroan
selama jangka wakiu tertentu, bebas bea masuk, pajak

penjualan impor dan sebagainya (Mardiasmo, 2001 : 2).



1.3.4. Asas Asas Pemungutan Pajak.

1.3.4.1. Asas Keadilan.

Pemungutan pajak harus dilakukan seadil-adilnya. Apa
yang dinamakan adil adalah tidak mudah unfuk
menentukannya, karena arti adil adalah amat relalif, apa yang
pada saat ini dinamakan adil mungkin sepuluh tahun kemudian
tidak dinamakan adii lagi. Secara umum dapat dikatakan
pahwa pemungutan pajak dilakukan adii jikg dilakukan secara
umum dan merata, yaitu pemungutan pajak dipertakukan
terhadap setiap orang, tanpa kecuali, sedangkan behan pajak
harus dirasakan sama heratnya bagi seliap orang, baik yang
kaya maupun yang miskin. Teori daya pikul mengafakan,
bahwa- pajak haruys dibayar sesual dengan daya pikul
seseorang. Ukuranp-ukuran yang dapat dipakai uniuk
mengukur daya pikul seseorang adalah penghasilan atau
kekayaan seseorang atay pengeluaran seseorang untuk
konsumsi, sedangkan untuk menentukan besarnya utang
pajak, agar terdakat tekanan pajak yang sama, dapal

dipergunakan tarip pajak yang progresip sifainya.
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1.3.4.2. Asas Keuangan.

Asas keuangan menitikberatkan pemungutan pajak
pada fungsinya untuk mengisi Kas negara supava selancar
mungkin, maka asas ini menentukan dua syarat agar tercapai

tuyjuannys ;

- biaya persepsi dari pemungutan pajak harus seKecil
mungkin, agar sisa dari hasit pemungutan masih cukup
besar untuk dapat memenuhi belanja negara,

- pemungutan pajak harus dilakukan secara efektdf, tepat
ﬁada waktunya, yaitu pada saat si pembayar pajak masih
memiliki dana-dana cukup unfuk membayar pajak maka
pemungutan  pajak harus  dilakukan segera  sefelah
terjadinya perbuatan, peristiwa atau keadaan yang menjad
dasar pengenaan pajak.

1.3.4.3. Asas Ekonomi.

Kecuali pengisi kKas negara maka pajak mempunyal
fungsi lain yang ditujukan kepada peningkatan kesejahleraan
umum, Dalam hal ini maka pajak dapat dipergunakan sebagai
alat unfuk mengatur ekonomi negara. Kebijakain dalam
perpajakan harus disesuaikan dengan kKebijakan negara dalam

bidang perekonomian. Qleh karena itu maka pemungutan pajak
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harus memenuhi syarat-syarat ekonomis sebagai berikut:

- harus mendorong produksi dan perdagangan, sekali-Kali tidak
boleh merupakan penghambat jalannya roda perekonomian,

- harus mendorong rakyaf dalam usahanya untuk meningkatkan
kesejahleraannya.

- jangan sampai merugikan Kepentingan umum.

1.3.4.4. Asas Yuridis.

Asas vyuridis mengatur hak dan kewajiban fiskKus
maupun pembavyar pajak dengan {egas, ketenfuan-Kelentuan
tersebut harus jelas dan sederhana, agar fidak menimbulkan
salah tafsir. Hak fiskus untuk memungul pajak supaya berjalan
dengan lancar, bagi pembayar pajak yang tidak mat memenuhi
kewajiban‘nya ﬁarus dapat ditindak dan dikenakan sanksil-A
sanksi. Sshaliknya hak pembayar pajak harus terfamin, agar
wajib hayar pajek tidak akan diperlakukan sewenang-wenang
oleh pihak fiskus. Rahasia perusahaan umpamanya jangan di

hocorkan kepada pihak fain oleh fiskus.

1.3.4.5. Asaé Administrasi dan Teknik Pemungutan yang baik.

Pemungutan pajak yang baik dan lancar harus

memperhatikan beberapa hal

- perencanaan Kerfa dan pelaksanaannya harus sesual
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dengan kemampuan aparafur perpajakan sendiri.

- pr.osedur pelaksanaan tugas harus sederhana dan jangan
berbelitbelit.

- disamping itu semua administrasi perpajakan harus rapi.

- bagi pembayar pajek harus dibebani formalitas-formalitas
sedikin mungkin dengan kewajiban-kewajiban tambahan
yang amat periu saja, tetapi kewajiban mutlak untuk
membayar pajak harus dipegang feguh (Amin Widjaya

Tunggal, 1995 : 32-34).

4.2.5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia.

Jadi 'setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus
berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang
hanya dipungut berdasarkan keputusan. Presiden atay berdasarkan
peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain
yang lebih rendah daripada undang-undang. Peraturan pemerintah
pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan
undang-undang.

Di samping ketenluan pasal 23 (2), masih ada tagi dua
ketentuan vang harus dipenuhi agar punguian pajak merupakan
pungutan-yang sah, yaitu pasal 16 dan pasal 17/ ICW (Indische
Compfabiliteitswet, yang sekarang masih herliaku). Dalam kedua

pasal itu ditentukan bahwa undang-undang tentang pungutan pajak
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baru, penambahan atau pengurangan pajak tidak mungkin berlaku
sebelum hasii penambahan atau hasil perubahan undang-undang
pajak fersebut dimasukkan kedalam Anggaran Pendapaltan dan
Belanja Negara tahun yang bersangkutan (pasal 16 ICW), dan bahwa
semua penghapusan dan pengurangan pajak harus dilakukan sesuai
dengan ketenfuan formal undang-undang seperii dilentukan dalam
pasal 17 ICW. Kedua pasal ICW yang lersebut fadi merupakan

syarat formal yang wajib dipafuhi (Rochmat Scemitro, 1998 [ 7-8j.

1.3.6. Sistem Perpajakan Nasional.
1.3.6.1. Sebelum Tax Reform 1883,

Sebelum dilakukan fax reform 1983, sistem
peraturan perundang-undangan perpajakan di indonesia
mengenal pengenaan pajak afas penghasilan diatur
dalam berbagai undang-undang, yaifu
- Ordonansi Pajak Perseroan 1925, yang mengalur

ntengenal materi ﬁengenaan dan tata cara pengenaan
pajak atas penghasilan dari badan-badan.

- Ordonansi Pajak Pendapatan 1984, yang mengatur
mengenai materi pengenaan dan {afa cara pengenaan
pajak atas penghasilan dari orang-orang pribadi. Dalam
Ordonansi ini juga diatur pemotongan pajak oleh

pemberi kerja atas penghasilan dari pegawai atau
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karyawan dari pemberi kKerja tersebut.

Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty
(370, yang mengatur mengenai materi pengenaan dan
tata cara pengenaan pajak atas penghasilan berupa
bunga, deviden, dan royalty, yang wajib dipotong oleh
orang-orang dan badan-badan vyang membayarkan
bunga, deviden, dan royalty yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 Juncio Peraturan
Nomor 11 Tahun Tahun 1967, yang mengaiur mengenai
tata cara pengenaan pajak atas penghasilan, ferutama

berupa laba usaha, sepanang mengenai {ata cara

" pemungutan oleh pihak lain (MPO} dan pembayaran oleh

Wajib Pajak sendiri (MPS) dalam tahun berjatan serta

perhitungan pada akhir tahun (MPS-Akhir).

Dalam sistem perpajakan ini adalah menggunakan sistem ofiefal, dimana

fiskuslah yang menentukan pengenaan pajak (Rochmat Soemitro, 993 :

1.3.6.2. Sesudah Tax Reform 1983,

Tax reform adalah pembaharuan perpajakan, yang

dilakukan sejak tfanggal 1 Januari 1884, Pemerintah

menganggap bahwa peraturan perpajakan yang ada hingga
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tanggal 1 Januari 1983, masih berlaku di Indonesia, tidak
sesuai lagi dengan perkebangan zaman, tidak sesuai dengan
struktur dan organisasi pemerintahan tidak berdasarkan
Pancasila, dan tidak lagl sesuai dengan perkembangan
ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia. Maka yang
semula menggunakan sistim oficial menjadi sistem seff-
assessment. Disamping ity juga dilalar belakangi oleh

turunnya penerimaan negara dari minvak dan pajak belum

~ digali secara optimal.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan

yang baru, diatur

- Semua ketentuan yang herkenaan dengan maleri pengenaan
pajak atas pengahsilan yang diperoleh orang pribadi atau
perseorangan dan badan-hadan, diatur dalam undang-
undang ini.

- Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak
haik berkenaan dengan Penghasilan, maupun berkenaan
dengan pajak-pajak yang pengenaannya dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, diatur dalam Undang Undang
Nomor 6 Tahun 1983 fentang Kefenfuan Umum dan Tata
cara Perpajakan (Rochmat Soemitro, [983 [ 255-256).

Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah

12



masyarakat mempelajari, memahami dan mematuhi.

Kemudian fax reform yang Ke-dua pada tahun 1534,
melahirkan Undang Undang Nomor ¢ fahun 1994, tenlang
Ketentuan Umum dan Tate cara Perpajakan yang nienguban
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang Undang Nomor
10 Tahun 1884 tenfang Pajak Penghasiiah yang mengubah
Undang Undang Nemor 7 Tahun 1983 dan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang mengubah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983.
Réfarmasi pajak tahun 1964 merupakan findak lanjut dari hasii
evaluasi Direktur Jenderal Pajak atas pslaksanaan selama 10

tahun reformasi perpajekan tahun {983, Dalam diskusi

=

menyongsong pervbahan Undang Undang Perpajakan 1654

yang diselenggarakan lkatan Sarjana Fkonomi Indonesia

(ISE}), Dirjen Pajak mengemukakan hasit svaluasi anta lain

sebagai berikut :

- Sistem seff-assessment ternyata kurang herhasil. Banayak
yang tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasian
yang diperoleh, khususnya wajib pajak perorangan,
sehingga sangal banyak jumiah pendapatan yang tidak

dilaporkan sebagai obyak pajak;




- Ketidak suksesan sistem seffassessment terlihat juga dari
meningkatnya  jumiah  tunggakan pajak, mesKipun
sehenarnya  wajib  pajak  memiliki kKemampuan uniuk

membayar jumlah pajak {ez'sébut;

- Untuk memaksa wajib pajak berlaku jujur, Undang Undéng
Perpaiakan perlu memberikan pengenaan sanksi herat
pada para pelanggar perpajakan, namun demikian sistem
seff-assessment tetap dilaksanakan (Hussein Kartasasmita,

(094 : 66-67).

Kemudian Afax reform vyang ketiga, yaitu pada
tahun 2000, melahitkan Undang Undang Nomeor 16 Tahun
2000, yang mengubah Undang Undang Nomor 6 Tahun
1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
sebagai mana terakhir telah diuhah dengan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 1994, Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang
mengubah Undang Undang Nomer 7 Tahun 1983 Testang
Pajak Pengahasilan sebagaimana terakhir tefah diyhah
dengan Undang Undang Nomeor 10 Tahun 1984, Undang
Undang Momor 18 Tahun 2000 yang mengubah Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Perfambahan




Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagai mana terakhir telah diubah dengan Undang
Undang Neomor 11 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 18
Tahun 2000 yang mengubah Undang Undang Nomor 19
Tahun 1897 Tentang Penagihan Pajak Penghasilan dengan
Surat Paksa, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2060
mengubah Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Tax reform
yang ke-3 ini dilatar belakangi adanya keterpurukan
ekonomi nasienal, era reformasi, era
demokrasifketerbukaan dan era otonomi daerah (Miyasio,

Kuliah Reguler Hukum Pajak, 8 Okiober 2000).

1.3.7. Pengemgn Self-assessment.

Pada Paiak Pengahasilan 1984 diterapkan metode sef-
assessmenf, yang berarti bahwa giri dan corak sistim
pemungutan pajak adalah sistim menghifung, memperhitungkan
dan membavyar sendiii pajak yang terutang (Penjelasan Undang |
Undang Nomor 6 Tahun 1983, TLN 3262).

Penghitungan dan penetaparn pajak terutang oleh wajib pajak |
teriuang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan fafpa campur j

tangan pihak fiskus (Kantor Pelayanan Pajak).




Apabila dalam penghitungan dan penefapan pajak,
setelah dikurangi dengan pemotongan pajak oleh pihak ke-3
danfatau pajak yang felah dibavar sendiri oleh wajib pajak masin
ada pajak yang kurang dibayar, maka Kekurangan fersebut
harus sudah dilunasi oleh wajib pajek selambat-lambatnya
tanggal 25 Maret setelah tahun pajak yang bersangkutan lewal
(Dirjen Pajak, 2001 :58).

Sef-assessment ity tidak akan dikuli oleh sural
kefetapan pajak, kecuali apabila pemeriksaan administrasi pajak
menunjukkan hahwa perhitungan wajib pajai-g fidak henar dan
menyimpéng dari ketentuan undang-undang pajak atau terbukti
hahwa wajib pajak menyembunylkan sebagian  dari
penghasilannyaftidak memasukkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan, Maka dalam keadaan demikian, akan dilkeluarkan
suraf ketétapan pajak ditambah dengan denda (Rochmat

Soemitro, 992 1 71-72).
1.3.8. Faktor Fakfor Bekerjanya Hukum.

1.3.8.1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan
dibatasi pada undang-undang saja.
1.3.8.2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum.

=3
T




1.3.8.3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum .

1.3.8.4. Fakior masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum
tersebut herlaku atau diferapkan.

1.3.8.5. Faklor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,pipta dan
rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam

pergaulan hidup.

Kelima fakior tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya,
nleh karena merupakan esensi dari bekerjanya hukum, seria
merupakan folok ukum daripada efekiifitas penegakan hukum.

{Soerjone Soekanio, 2002, : 3-§)

1.3.8. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pajak Dari

Wajit Pajak adalah :

1.3.8.1. Kesadaran pajak wajib pajak.

1.3.9.2. Perkembangan intelektual dan moral wajib pajak.

-k
X
)
b

. Sistim psrpaiakan yang mungkin sulit dipahami wajib
paiak
1.3.9.4. Sistem Kkontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan

dengan baik (Mardiasmo, 2001 : 9).




1.4. TUJUAN PENELITIAN

1.3.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka fujuan

yang ingin di capai dalam penelitian ini adafah :

14.1.

14.2.

1.4.3.

Unfuk mengefahui prakiek pérpa;akan yang telah dilakukan cleh
wajib pajak pribadi/perseorangan dalam mematuhi  Ketentuan

perundang-undangan tentang perpajakan.

Untuk mencari kejefasan pemahaman wajib pajak perorangan atas
ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem self-
assessment sehingga dipercleh data tentang kondisi kepatuhan wajib
pajak saat ini.

Untuk meng‘gtahui seberapa jauh pelaksanaan sistem sef-

assessment oleh wajib pajak perorangan didalam melaksanakan

kewaiiban perpajakannya.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dinarapkan dapat memberikan masukan baik dari aspek

teoritis maupun dari aspek praktis.

‘Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan iimu pengetahuan, Khususnya hukum yang
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1.6.

mengatur tentang perpajakan/pajak pengahasilan (PPh).

Sedangkan dari aspek praklis, penelitian inl diharapKan dapat memberikan
masukkan kKepada pembuat Kebijaksanaan fentang perpajakan yang lebih
memudahkan bagi wajib pajak di Kabupaien Demak pada Khususnya dan

masvarakal luas pada umumnya, sshingga dapal diterima dan didukung

i

oleh masyarakat luas (Khususnyg para waijib pajak), dan dapat mendorong
terciptanya peningkatan penerimaan pajak bagi negara uniuk pembiayaan

penyelenggaraan kenenagaraan,

METODE PENELITIAN

1.6.1. Meiode Pendekatan.

Pene!itiatj int menggunakan metede pendekatan vyang
merupakan gahungan dari pensiifian yeridis-normafif dan yuridis-
empiris untuk menemukan hukum inconcrefo bagi peristiwa kKongkrit
tertentu mengenai pajak penghasilan dan untuk meneliti sinkronisasi
vertikal dan sinkronisasi horizonte! dari peraturan perundang-
undangan hukum positip mengenal pajak penghasilan (Ronny Hanitijo
Soemitro, 1998 © 22-303.

Pendekatan yuridis-normatif diarahkan untuk memperoleh dala
sekunder, yang bersumber dari Dbahan pustaka yang dilakukan

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut
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a——t
o

1.1, Inventarisasi perundang-undanganfyurisprudenss;

b
)

1.2, Pendapat dari para sarjana, buku-hukuy,

—
o

.1.3.Menganalisis berbagai perundang-undangan melalui pendapat

para sarjanafahli hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

Sedangkan pada pendekatan yuridis-empiris diarahkan untuk
memperoleh data primer yang Dbersumber dari pelaksanaan
perundang-undangan yang menyangkul  diri wajib pajak (Soerjono

Soekanto dan Sri Mamuji, 1835 © 18).

Didalam metode pendekatan penelitian empirisnya adalah

mengaunakan paradigma kualitatif-indukiif (8. Natution, 1956 : 7).

Cara Memperoleh Dala,

1.6.2.1. Data Sekunder
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang
dipercleh melaiui bahan kepustakaan. Data sekunder bidang
hwukum dipandang darl sudut kekuatan mengikatnya dapat

dibedakan .

Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikal, yang diperoleh
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dengan cara mempelajari Kelentuan-kKetentuan, seperti ;

- Norma Dasar Pancasila;

- Peraturan dasar, yaitu hatang tubuh UUD 1945, ketetapan
MPR,

- Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- Kitap Undang Undang Hukum Perdata;

- Undang Undang RI No. 6 Tahun {883, teptang Keteniuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta
perubahannya.

- Undang Undang RI No. 7 Tahun 1883, tentang Pajak
Penghasilan beserta perubahannya.

- Undang Undang RI Ne. 8 Tahun [983, tentang Pajak
Perta_mbahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah heserfa perubhannya.

- Undang Undang RI Ne.t8 Tahun 1897 tentang Penagihan
Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa beserta
perubahaniya.

- Undang Undang RI No. 21 Tahun 1997 Bea Perclehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan beserta perubahannya.

- dan Perafuran Pelaksanaantiya.
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1.6.2.2.

Bahan Hukum Sekunder

Yaitu hahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membanty menganalisis dan
memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Hasil-hasil penelitian,

- Buku-buku hasil karya para sarjana/pendapat para ahli

hukum (Soerjono Soekanto, 1994 [ 82).

Dafa Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah dala yang

langsung dari penelitian lapangan, dengan cara !

- Wawancara Terfokus, yailu dengan para pejabat yang
tugasnya terkait dengan pelaksanaan perpajakan, baik
dari Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur
maupun dari Kantor Penyuluhan Perpajakan Kabupaten
Demak;

- Wawancara dengan Wajib Pajak;

- Observasi.
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1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

1.6.4.

Tenik pengumpulan data dengan.menggunakan Populasi - dan
sample. Populasi terdiri :
- Para Pejabat dan
- Para Waijib Pajak.
Sedangkan Sample terdiri
- Para pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang
Timur maupun pada Kantor Penyuluhan Pajak di Kabupaten Demak
dan 50 wajib pajak perseorangan yang tergebar di wilayah

Kabupaten Demak yang mewakili responden.
Metode Analisa Data.

Metode énalisa data vyang dipergunakan adalah metode
deskriptif-kuatitatif, yaitu dengan jalan mengumpulkan daia
destkriptif-analistis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis
maupun lesan serta tingkah laku nyata yang sedang diteliti dan
dipelajari sebagai suatu yang utuh (S. Nasution, 1986 : 128).
Penelitian deskripti-kualitatif ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis
penelitian menurut proses sifat dan analisis datanya, yaitu risef-
deskriptif yang bersifat eksploralif dan risef-deskripfif yang

bersifat developmental (Suharsimi Arikunto, 1998 : 245).
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Berdasarkan keadaan dilapangan, dikaitkan dengan tujuan dari

penelitian ini maka kami hanya akan mengadakan riset deskripfif-

kaa;ftaﬁf yang bersifat eksploratif saja dan dapat dijabarkan

sehagai berikut :

1.6.4.1. Untuk menganalisa data seberapa jauh Kepatuhan wajb
pajak yang ada, peneliti akan menganalisa dafa wajib pajak
secara sampling di Kabupaten Demak yang telah maupun
yang belum melaksanakan ketenfuan perpajakan, yaitu
mengenai pelaksanaan laporan, baik laporan masa maupun
laporan tahunan dari wajib pajak. Hal ini dimaksudkan bahwa
taporan tersebuf adalah merupakan sarana wajib pajak untuk
meémpertanggungjawabkan perhitungan jumiah pajak yang
seharusnya terutang maupun sebagai sarana penelitian atas
kebenaran perhitungan pajak yang terutang sehingga dari
analisis data ini peneliti akan mendapatkan data yang final
mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuh
kewajibannya untuk secara berkala menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan  maupun Surat Pemberitahuan

Masa.

1.6.4.2. Unfuk menganalisa kondisi wajib pajak saat ini yang meliputi
tentang hambatan-hambatan yang menyebabkan wajib pajak

tidak atau belum melaksanakan/mematuhi  ketentuan
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perpajakan yang berkaitan dengan sistem sef-assessment,
peneliti akan menganalisa data mengenai pemahaman waijib
pajak atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan periaajakan,
khususnya mengenai Ketenfuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dan ketentuan Pajak Penghasilén dan

pemahaman sistem perpajakan sef-assessment..

1.6.4.3. Untuk menganalisa data tentang operasionalisasi sistem sek-

assessment dari para wajib pajak perorangan didalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga kami akan
memperoleh data tentang seberapa jauh para wajib pajak

mampu menefrapkan sistem seff-assessment.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

B A B 1 : menguraikan mengenai fatar belakang penelitian kegunaan

penelitian, mefode penelitian, analisa data dan sistematika

penelitian sebagai arah bagi penulisan ini.

It : menguraikan telaah pustaka dimana didalamnya memuat
berbagai feori dan pendapat-pendapat dari para éhli serta
peraturan-peraturan yang beriaku yang berkaitan dengan
pelaksanaan perpajakan, Khususnya bagi wajib pajak
persecrangan yang dikaitkan dengan sistem self-

assessment. Dari uraian pada Bab Il ini diharapkan dapat
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membanty penulis menganalisa permasalahan dalam

peneiitian ini.

A B i : berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
memuat memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan (1)
berapa jumiah wajib pajak perorangan di Kabupaten
Demak. (2) Jumlah wajib pajak perorangan yang telah dan
pelum melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditentukan
dalam perafuran perundang-undangan dibidang perpajakan
sehingga diperoleh data mengenai kepatUhan wajib pajak
didalam melaksanakan  pelaporan-pelaporan {baik
pefaporan sural pemberitahuan fahunan maupun suraf
pemberitahuant  masa). (3) Pemahaman wajib pajak
perorangan di  Kabupafen Demak atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan
sehingga diperoleh data mengena permasalahan ketidak
mampuan wajib pajak perorangan didalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. (4) Sejauhmana penarapan yang
dilakukan oleh wajib pajak atas sistem perpajakan self-
assessment apa sudah sesuai dengan sistem tersebut
atau tidak, jika belum fentunya akan menyebabkan kurang
bisa menunjang dari pada pelaksanaan sistem perpajakan

seff-assessment.




B A B IV :bab inf berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah
diuraikan dan disertakan pula saran-saran berdasarkan
temuan-temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini
yang menyangkul pelaksanaan perpajakan, khususnya bagi
waijib pajak perseorangan yang berkaitan dengan sistem

seff~assessment.




2.1.

BABI

TELAAH PUSTAKA

Kepatuhan Hukum.

2.1.1, Dasar Dasar Kepatuhan Hukum.

Dasar-dasar kepatuhan hukum adalah (R. Bierstedt 1970 :

927-229)

2.1.1.1. indoctirination;

Sebab pertama mengapa warga masyarakat
mem.;atuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindokirinir
untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik
agar mematuhi Kkaedah-kaedah yang berlaku dalam
masyarakal. Sebagaimana halnya dengan unsui-unsur
kebudayaan lainnya, maka kaerah-kaerah telah ada waktu

seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya

secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik

untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaedar-kaerah

tersebut.
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2.1.1.2.

2.1.1.3.

Habituation.

Oleh karena sejak Kkecil mengalami proses
sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu Kebiasaan
untuk memetuli kaedah-kaedah yang berlaku. Memang
pada mulanya adalah sukar sekali untuk merﬁatuhi kaedah-
kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. AKan
tetapi, apabila hat itu setiap hari ditemui, maka lama
kelamaan menjadi suatu Kebiasaan uniuk mematuhinya
terutama apabila manusia sudah mulai mengulang
perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang

sama.

Utility.

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan
untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas
dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur
bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan
tentang kepantasan dan Keferaturan tersebut, Patokan-
patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-
takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedab.
Dengan demikian, maka salah satu faktor yang
menyebabkan drang taat pada kaerah adalah karena

kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari,
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bahwa Kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka

diperiukan kaedah-kaedah.

2.1.1 .4.‘ Group Identfﬁcatfon.

Salah satu sebab mengapa seseorang pafuh pada
kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah
satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan
kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang
berlaku dalam kelomp?knya bukan karenar dia menganggap
kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya,
akan tetapi justru Karena ingin menga;dakan identifikasi
dengan kelompoknya ,tadi. Bahkan kadang-kadang
seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, Karena
ingin mengadakan identifikasi dengan Kkelompok Ilain
tersebut.

Masalah kepatuhan hukum sebefulnya menyangkul proses
internalisasi dari hukum tersebut. Dalam hal ini Propisil menyatakan
(L. Propisil, 1971 1 186) :

A aw is tnternalized when the majority of the group considers i

to be binding, as when it stand for the only proper behavior in a

given sifuation. If such a law is broken, the cuiprit has a bad

conscience or at least feels that he has done wrong that hie has
behaved improperly. He would not condeone such behavior in

law is not usually effected by external mechanism which we may
call xonscience in some cultures and fear of shame in ofers.”
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Proses internalisasi diulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola
perkelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suaty
situasi tertentu. Awal daripada proses inilah yang biasanya disebuf
sebagai proses belajar, dimana ferjadi suatu perubahan pada
pendirian sesecrang. Yang esensial pada proses ini adalah adanya
penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan
hilangnya respons-respons terdahulu karena tidak adanya penguatan
atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikeiakuan
demikian. Jadi hanya reépons—respens yang dipelajari  yang
memperoieh imbalan secara berulang-ulang, sedangkan respons-
respons yang kehilangan Kekuatan penunjangnya lama Kkelamaan
hilang.

Piaget melihat proses belajar tidak sebagai kKonsekuensi
daripada kekuatan superego dan dari penggunaan sistem imbalan
secara sistematis. Seseorang individu taat pada kaedah-kaerah
karena dia mempunyai perasaan keadidan yang hersifat timbal-batik.
Mal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya
dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok
seusia. Kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut
merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbsikan oleh anggota-
anggota kelompok tersebut yang sekaligus mengangganya sebagai
referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya, Kkarena

merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial




yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap peri
kelakuannya (J. Piaget, 1948 ; 195-329). Kenyataannya adalah hahwa
kedua hal tersebut diatas berlaku. Disatu pihak diperiukan sanksi-
sanksi negatif dan positif bagi penerapan kaedah-kaedah. Akan tetapi
di lain pihak juga diperiukan suatu perasaan keadilan agar manusia
mentaati kaedah-kaedah tersebut.

Selanjutnya Wallace berpendapat, bahwa suatu kerangka
kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakal
didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses fnteraksi
sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai
yahg merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat
nasional ataupun struktur Kkepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut
merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama
maéyarakat cign merupakan suaty kriteria unfuk memaiuhi kaedah-
kaedah hukum terfentu (A.F.L. Wallace, 18656 : 128-130).

Beberapa ahli antara lain Hovland, Janis dan Kelly
berpendapat, bhwa keinginan untuk fetap menjadi bagian dari
kelompok merupakan motivasi dasar dan infividu untuk secara pribadi
taat pada hukum (C.I. Hovland, |.L. Janis and H.H. Kelly, 1968 : 144-
147).

Sebenarnya keinginan tersebut tidakiah semata-mata karena penilaian
positif terhadap keanggotaan kelompok. Hal itu juga terjadi karena

adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggatkan
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kelompoknya, karena penilaiannya yang negatif ferhadap keadaan
diluar kelompoknya, karena kesadarannya betapa beratnya kKeadaan
apabila dia berada diluar kelompok dan karena ada kekuatan-
kekuatan tertentu yang mempengaruhinya dari kelompok. Mereka
kemudian berpendapat, bahwa :

........ a person internalizes the norm of a group to the degree that
he finds positive attractions in holding membership in it.”

Ternyata bahwa kepatuhan atas dasar nilai-nilai keanggotaan
kelompok, mendapatkan bermacam-macam tanggpan. Tanggapan-
tanggapan tersebul berintikan pada pendapat bahwa nilai
keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada
identifikasi terhadap kelompok-kelompok tersebut, dan bukan
merupakan dasar motivasi untuk patuh. Kepatuhan dari individu pada
hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan
oieh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada Kognisi
seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru
persumber pada orang-orang lain didalam kelompok fersebut.
Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat
secara Kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu : (H.C.
Ketman, {966 : 140-148).

- Compliance;
- Idenfifiéafion;

- interpnalization.
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Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan
pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri
dari hukuman ‘yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama seKali
tidak didasarkan pada suafu Keyakinan pada {ujuan kaedah hukuman
yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari
peregang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada,
apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-
kaedah hukum tersebuf.

identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum
ada‘bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar Keanggotaan
kelompok tetap tefjaga serfa ada hubungan baik dengan mereka yang
diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut.
Daya tarik untuk patuh adalah Keuntungan yang diperoleh dari
hubungan-hubungan tersebut, sehingga Kepatuhanpun tergantung
pada buruk-béiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidakk
menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifixasi terhadapnya
berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif
terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan
berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya ferhadap
kekecewaan tertenfu, dengan jalan menguasai obyek frustasi tersebut
dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai
akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilal

penegak hukum. Tentang hal ini Mowrer berasumsi bahwa :
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“If one is identified with a force of which one is afraid, one can no
longer be hurt by it” (H.O. Mowrer, 1950 : 5692).

Pada /nternafization seseorang mematuhi Kkaerah-kaerah
hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai
imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-
nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karenha dia merubah
nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah
suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.
Pusat kekuatan proses ini ada.lah kepercayaan orang tadi terhadap
tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau
nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang I%ekuasaan maupun
pengawasannya. Tentang proses ini Posposil berpendapat bahwa (L.
Pospisil, 1871 : 201-202) :

“Infernalization of a rule for behavior does nof necessarily mean
that such a rele is always maintained in actual behavior. There are
situations in which the individuat either breaks the rule on the spur
of the moment, without much thinking, or he consciously
compromises a moral ... conviction for an immediate, and ..
strong enough reward”.
Teori-teori tersebut diatas berorientasi pada psikologi, akan tetapi
sangat penting dalam pembahasan tentang kepatuhan hukum.
Didalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum
pada umumnya dapat digolongkan Kedalam tfeori paksaanh (dwanrg
theorie) dan teori konsensus (consensus theorie). Salah seorang

tokoh dari teori paksaan adalah Max Weber yang bertilik tolak pada

asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-




sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum
untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya
daat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai
wewenang untuk berbuat demikian, Tentang hal itu Max Weber
menyatakan bahwa
“An order will be called law if it is externallya guaranteed hy the
probability thaf conercion (physical or psychological), to bring
about conformity or average violation, will be applied by a staff or
people holding themselves specially ready for that purpose” E.
Shils and M. Rheinstein, 1967 : §).
Banyak pendapat-pendapat flain seperti dari Kantorowicz,

Stone, Cardozo dan lain-lain, yang menekankan bahwa sumber

penerapan hukum adalah masyarakat (C.JM. Schuyt, 1871 : 152).

2.1.2. Kesadaran Hukum.

Kensepsi Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran
atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang
ada atau tentang hukum vyang diharapkan ada. Sebenarnya yang
ditekankan adafah nifai-nilai tentang fungsi hukum dan bukap suatu
penflaian hukum terhadap Kkejadian-kejadian yang Konkrit dalam
masyarakat yang bersangkutan (P. Scholten, dalam  Soerjono
Soekanto, 1977 : 152).

Suatu konsepsi lain yang erat hubungannya dengan kesadaran
hukum atay yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi

mengenai kebudayaan hukum (legal cuffure) yang Kegunaannya
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adalah unfuk dapat mengetahui perihal nilai-nilai terhadap prosedur
hukum maupun substansinya.

Apabila ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum dibandingkan dengan
koﬁsepsi kebudayaan hukum, maka konsepsi terakhir ini lebin luas.
Ajaran-ajaran keadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan
kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum
dengan perikelakuan manusia baik secara individual maupun kotekiif.
Kan;e.é;si “kebudayaan hukum lebih tepat, oleh karena kesadaran
hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan
perasaan yang seringkali dianggap sebagai 'faktaf-faktor yang
mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pota perikelakuan
manusia dalam masyarakat.\ Hal ini memerlukan penguraian sedikit

tentang nilai-nalai dan berprosesnya nilal-nilai tadi menjadi hukum

(Soeriono Soekanto, 1977 © 134).

2.1.3. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum.

Masalah kepatuhan terhadap hukum mérupakan syatu aspek
dari suatu persoatan yang lebih luas yaitu masalah kesadaran hukum.
Ada suatu asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa {ergantung
pada kesadaran hukum itu ditentukan oleh kadar hukum seseorang
yaity suatu pengetahuan atau pemahaman terhadap substansi hukum.

Bagaimana orang dapat mematuhi hukum, kalau tidak dimufai dari
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memahami apa itu hukum. Biasanya kemampuan untuk memahami
hukum secara rasional dikuti pula dengan kemampuan untuk menilai
apa isi hukum itu.

Selain yang disebut dialas ada sementara pihak yang menganggap
bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan oleh karena rasa takut
pada sanksi yang dikenakan kepada sipelanggar, atau dapat juga ia
memlatuhi karena iangin memelihara hubungan 'baik dengan
kelompoknya, atau mungkin juga karena kepentingannya terjamin dan
terlindungi atau karena kaedah nilai-nilai yang diatuf oleh peraturan
hukum itu sesuai dengan apa yang dianutnya. Untuk menentukan hal
ini, maka seseorang harus dapat memahami lebih dahutu isi hukum,
jadi harus ada kesadaran hukum terlebih dahulu..

Kesadaran hukum anggota masyarakal merupakan semacam
jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan nukum
dengan tingkat; laku hukum masvyarakat yaitu dapat berupa kepatuhan
atau ketidak patuhan masyarkat terhadap hukum. Kesadaran hukum
termasuk kedalam kategori nilai-nitai serta sikap-sikap yang
mempengaruhi bekerjanya hukum, atau Kalau dihubungkan dengan
pendapatnya Friedman maka ia masuk dalam kategori apa yang
dinamakan sebagai kultur hukum. Kesadaran masyarakat Kiranya
dapat dibentuk melalui berbagai cara, misalnya :

- Dengan mengkomunikasikan suatu peraturan hukum secara

intensifkepada rakyat;
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- Tergantung kepada aktivitas para pelaksana hukum.

Peraturan hukum itu sendiri memegang peranan yang sangat penting

dan sangaf berpengaruh dalam rangka pembenfukan kesadaran

hukum rakyat. Hal ini penting kKhususnya pada penerapan berlakunya

hukum modern dewasa ini. Untu ifu maka setiap peraturan hukum

disyaratkan harus memenuhi beberapa Kriteria sebagai berikut

2.1.3.1 Peraturan hukum #tu harus dapat dengan mudah dipahami oieh
masyarakat,

2.1.3.2. Peraturan hukum ifu kehadirannya dapat diterima oleh
masyarakat;

2.1.3.3. Peraturan hukum itu mudah penataannya;

2.1.3.4. Peraturan hukum itu mudah penghayatannya, dan

2.1.3.5. Peraturan hukum itu mudah dalam penegakkannya (Arif
Hidayat, 1993  8).

Demikian juga Lon Fuller mengemukakan bahwa peraiuran hukum itu

harus mengandung beberapa persyaratan ailainilai yang olehnya

disebut “Delapan Prisip Legalitas” yang melipufi

2.1.3.1. Harus ada peraturannya terlebih dahuitg

2.1.3.2. Pengumuman itu harus diumumkan secara layak;

2.1.3.3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut;

2.1.3.4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci,

ja harus dimepgerti oleh rakyat;

2 1.2.5. Hukum itu tidak boleh meminta dijalankan hal-hal yang tidak
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mungkin;
2.1.3.6. Diantara sesama peraturan tidak boleh f{erdapat

pertentangan; .
2.1.3.7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak poleh sering diubah-

ubah;
2.1.3.8. Harus {erdapal Kesesuaian antara tidakan-lidakan para

pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang dibuat (Satjipto

Rahardjo, 1980 : 78).

Dari uraianh diatas maka dapat di hubungkan  bahwa
kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan
hukum perpajakan adalah terinci dalam faktor yang mempengaruhi
kepatuhan hukum pajak dari wajib pajak adatah :
2.1.3.1. Kesadaran pajak wajib pajak;
2.1.3.2. Perkembangan intelektual dan moral wajib pajak;
2.1.3.3. Sistim -perpajakan yang mungkin sulit dipahami wajib pajak,

dan
2.1.3.4. Sistim kontrof tidak dapaf dilakukan aau dilaksanakan dengan

balk (Mardiasmo, 2001 © 9}

2.2 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2.2.1. Wajib Pajak.
Wajib pajak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Ne. 16

Tahun 2000 tentang Perubahan Ke-Dua Atas Undang Undang Nomor
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2.2.2.

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketenfuan perundang-
undangan perpajakan difentukan untuk melakukan kewaijiban
perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak
tertentu.

Waijib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat—syarai
objektif, jadi memenuhi Tatbesfand yang ditenfukan oleh undang-
undang, yaitu dalam rangka Undang Undang Pajak Petighasilan 1984,
menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu
penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak bagi wajib
pajak dala negeri.

Jadi jika -dirumuskan, wajib pajak adalah orang atau badan yang
sekaligus memenuhi syaral-syarat subjektif dan syarat-syarat
objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif
merupakan suﬁjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak.
Sebab, untuk menjadi waijib pajak, subjek pajak itu harus memenun
syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena
pajak (Rochmat Soemitro, 1998 62-63).

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak adalah : a. Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Péjak (NPWP); b. Menghitung dan
membayar sendiri pajak dengan penar; ¢. Mengisi dengan benar

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan
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ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan; d.
Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan; e. Jika diperiksa wajib :
1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dekumen lain yang berhubuntan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerfaan
pebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak. 2. Membherikan
kesempatan untuk rﬁemasuki tempat atau ruangan yang dipandang
periy dan meberibantuan guna Kelancaran pemeriksaan. 3.
Memberikan Kketerangan yang diperiukan. f. Apabila dalam
méngungkapkan pembukuan, pencatatan, atay gokumen serta
keterangan yang diminta, wajib pajek terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakan, maka Kewajiban untuk merahasiakan itu

ditiadakan oleh permintaan unfuk keperluan pemeriksaan.

Hak Hak Waﬁb Pajak adalah : a. Mengajukan surat keberatan dan
surat banding; b. Menerima tanda bukli pemasukan SFT; <.
Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan; d. Mengajukan
permohonan  pepundaan pemasukkan SPT, e. Mengajukan
pemohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; f.
Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan daiam
surat ketetapan pajak; g. Menminta pengembalian kelebihan
pembayaran pajak; h Mengajukan permohonan penghapusan dan

pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang
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salah. |. Memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya. j. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi
kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan Pph pasat 21
kepada pemofong pajak, mengajukan surat Kkeberatan dan

permohonah pajak (Mardiasmo, 2001 : 40-41)

2.2.3. Nomor Pokok Waijib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administra

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identités wajib pajak. Adapun fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib' pajak dan unfuk
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan. Nombr Pokok Wajib Pajak harus dituliskan
dalam setiap dokumen perpajakan, antara iain pada formuilir pajak yang
dipergunakan waiib pajak, surat menyurat dalam hubunga perpajakan
dan dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi
Nomor Pokok Waijib Pajak.

Semua wajlb pajak berdasarkan sisiem Sef-Assessment wajib
mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan waijib pajak
untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP.
Kewajiban ﬁwndaftafkan diri dini berlaku pula untuk wanita kawin yang

dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan
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keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan
pefjaniian pemisahan penghasilan dant harta. Apabila berdasarkan data
yang diperieh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak orang pribadi
atau badan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP, dan
orang pribadi atau badan tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat
diterbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP dibatasi jangka wakfunya, karena hal ini berkaitan
dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak ferutang.
jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sslambat-lambatnya pada
akhir tahun pajak bagi waijib pajak orang privadi yang memperoleh
penghasilan melebihi penghasilan fidak kena pajak dan selambat-
famhatnya satu bulan setelah saal usaha dijalankan bagi wajib pajak
hadan.

Terhadap waiib pajak yang tidak mendaftarkan diri unfuk mendapatkan
NPWP akan dikénakan sanksi perpajakan. Sanksi tersebut bagi mereka
yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalah gunakan
atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapaf menimbulkan
kerugian pada pendapaian negara, diancam dengan pidana penjara
selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat Kali
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. NPWP dapal
hapus ka;ena . a. wajib pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan
warisan; b. wanita kawin dengan tidak pisah harta atau penghasiian; c.

warisan telah selesai dibagi; d. badan dibubarkan sampai dengan
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penyelesaian likuidasi dan e, bentuk usaha tetap yang telah kehilangan
statusnya sebagai bentuk usaha fetap (BUT) (Mardiasmo, 2001 ; 16-

17).

2.2.4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NFPKP).

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya

pada kantor Direktoral Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi

- Pengusaha Kena Pajak (PKP). Terhadap pengusaha yang telah

memenuhi syarat sebagai Pengusdaha Kena Pajak fetapi tidak
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagei Pengusaha Kena Pajak
akan dikenakan sanksi perpajakan.

Adapun fungsi dari NPPKP adalah : a. Untuk mengetahui identitas PKP
yang sebenarmya. b. Untuk pemenuhuan Kewajiban Pajak Pertambahan
Nitai dan Pajak |-Jenjua|an atas Barang Mewah. ¢. Untuk pengawasan
administrasi perpajakan.

Bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban metaporkan usahanya pada
kantor Direktarat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha ditakukan. Sedangkan
bagi pengusaha badan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan, Jika pengusaha orang pribadi atau badan

mempunyai fempat Kkegiatan usaha diwilayah beberapa kanfor



2.2.

Direkiorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
witayah kerjanya mefiputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha
pengusaha maupun dikantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meiputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direklorat
Jenderal Pajak pengusaha telah memenuhi syarat unfuk dikukuhkan
sehagai PKP fetapi tidak melaporkan usahanya, dapat diterbitkan
NPPKP secara jabatan.

Kewaiiban melaporkan untuk diduduhkan menjadi PKP dibatasi jangka
waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan
kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waklu melaporkan
adalah selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dimulai.
Adapun sanksi bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan
diri, atau meny;alah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan
denda selinggi-tingginya empat kall jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar (Mardiasmo, 2001 : 18-19).

5. Subyek Pajak.
Pengertian subjek pajak adalah lain dari wajib pajak. Dalam

Undang Undang Nomor 6 tahun 1983, tenteng Ketentuan Umum dan
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Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud
dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai
orang afau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undanganperpa]akan, ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak.
Sedangkan subjek pajak dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1983
tentang Paiak Penghasilan, dijelaskan secara panajang lebar, yailu
Pasal 2 (1) menentukan yang menjadi subjek pajak dalam Pph adalah:
a. Orang pribadi atau perorangan; b. Warisan yang belum terbagi,
sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak; c. Badan, yang
mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan jain beriainan,
dan terdiri dari : 1. Perseroan Terbatas (PT), Naa}nlose Vennoischap
(NV); 2. Persercan Kemanditer; 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN,
berupa Perjan, Persero dan Perum); 4. Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD); 5. Persekutuan (Maatschap); 6. Perseroal atau perkumpufan
lainnya (\e‘ennodtschap atau organisasi lainnya), baik berbadan hukum
ataupun tidak; 7. Firma, Kongsi; 8. Perkumpulan koperasi; 9. Yayasan
atau lembaga. d. Bentuk usaha tefap. Subjek pajak adalah orang atau
padan yang memenuhi syarat-syarat subjekiif. Subjek pajak baru
menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat
objektif. Subjek pajak fidak identik dengan subjek hukum. Untuk
menjadi subjek pajak tidak periu merupakan subjek hukum, sehingga
firma, pérkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu

kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Orang gila, anak yang masih
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dibawah umur, dapal menjadi subjek atau wajib pajak, tapi unfuk
mereka perlu  difunjuk orang atau wali  yang dapat
dipertanggungjawabkan untuk kewajiban-kewajibannya (Rochmat

Soemitro, 1998 : 61-62),

2.2.6. Objek Pajak.

Yang dapal dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya.
Segala sesuatu yang ada dalam masyarakal dapat dijadikan sasaran
atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, mauun peristiwa. Objek
pajak dapal dibedakan menjadi objek pajak langsung dan objek pajak
tidak langsung. Pada pajak lidak langsung, beéarnya pajak {idak
dipengaruhi cleh keadaan wajib pajaknya (misainya Cukai, PPN), telapi
objeknya saja yang menentukan. Pada pajak langsung besarnya pajak
yang dikenskan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan
wajib pajak (kawin, tidak kawin, kawin mempunyaf anak, dan
sebagainya).

Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak, namun
pemerintan harus sangat hati-hati dalam menentukan objek pajak.
Jangn sampai penentuan objek pajak dapat menimbulkan kegaduhan
dalam masvarakal atau menghambal perekonomian. Jadi dalam
menentukan objek mana atau objek apa yang akan dikenakan pajgk,
harus hertindak sangal hati-hati, dan harus mengadakan penelitian

sebelumnya secara cermat. Objek pajak harus didefinisikan secara
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tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain daripada
maksud pembuat undang-undang. Bahasa hukum, susunan kata dan
penggunaan istilah dalam hal ini sangat menentukan. Ringkasnya yang
menjadi cobjek pajak adalah pendapalan, perseroan, penghasilan,
kekayaan, penjualan, pertambahan nilai. rumah tangga, kendaraan
bermotor, bea balik nama kendaraan permotor, anjing, sepeda, jalan,
wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri dan yang tak

tercakup oleh iraktat pajak (Rochmat Soemitro, 1998 : 101-113)

2.2.1. Maéa Pajak.

Masa pajak adalah jangka waktu tertenfu yang digunakan
sebagai dasar untuk menghilung jumiah pajak yang terutang. Jangka
waktu itu adalah bagian dari fahun, jadi kurang dari satu tahun. Tahun
pajak lazimnya satu tahun penuly, atau jangka wakiu 12 bulan beriurut-
turut (iahun buku). Jadi ka!aﬁ ada orang yang datang dari luar negeri
dan menetap di ndonesia pada tengah tahun, atau orang indonesia
pada tengah tahun meninggal atau meninggalkan indonesia untuk
semala-lamafnya, maka pada orang itu terdapat masa pajak, dan
pajaknya disesuaikan dengan masa pajak itu (Rehmat Soemitro, 1998 :

66].

2.2.8. Tahun Pajak.

Tahun pajak adalah jangka wakiu satu tahun, yaitu 12 bulan
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berturul-turut, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumiah
pajak yang terutang. Lazimnya tahun pajak adalah sama dengan tahun
takwim atau tahun kalender, fetapi ada kalanya juga tahun pajak
disamakan dengar {ahun buku.

Tahun huku adalah suatu jangka waktu tertentu, biasanya 12
bulan bherturit-turut, vyang digunakan untuk dasar pembukaan
perusahaan untuk mengadakan administrasi Keuangan, dan yang
digunakan sebagai dasar untuk menghitung laba-rugi perusahaan

{Rochmat Soemitro, 1998 : 66).

2.2.9, Bagian Tahun Pajak.

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tabun
pajak. Hal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban pajaknya selama
orang itu berada diluar negeri (untuk sementara) tidak melebihi jangka
waktu 12 bulan berturut-turut. Ada pula pendapat bahwa jangka waktu
ity 183 hari, sesuai dengan kelaziman didunia pajak internasionai, tetapi
berdasarkan kelaziman dan yurisprudensi di Indonesia, jangka waktu itu

adalah 12 bulan,
Dalam trakiat, orang luar negeri yang berada di Indoneisa untuk

jangka waktu lebih dari 183 hari (6 bulan) dianggap menjadi wajib pajak

dalam negeri (Rochmat Soemitro, 1988 | 67).
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2.2.10. Surat Pemberitahuan.

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak |
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
ferutang menurut  kKetentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Surat Pemberitahuan atau SPT itu lazim dalam pajak-pajak
langsung. Dalam pajak tidak langsung dihifung sendiri dan dibayar oleh
wajib pajak seperti Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai dan

sebagaihya. Yang ada pada pajak tidak langsung ialah laporan yang

" harus dikirimkan oleh wajib pajak kepada Kantor inspeksi Pajak yang

hersangkutan untuk memeberitahukan bahwa telah dibayar pajak tidak
fangsung, seperti halya pada Pajak Penjualan 1951 dan Pajak
Pertambahan Nilai 1984 karena terjadinya halhal yang kena pajak.
Bahkan pada Bea Meterai laporan semacam ini tidak diperiukan.

Surat Pemberitahuan ini merupakan bentuk Kerjasama anlara
wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan
hesarnya jumiah pajak yang terutang. Berdasarkan Undang Undang
Pajak Pendapatan 1944, wajib pajak memberikan data-data dalam SPT,
dan Kantor Inspeksi Pajak kemudian menentukan besarnya pajak yang
terutang dengan Surat Ketetapan Pajak.

Sistem ini dalam Undang Undang Pajak Penghasilan diubah
menjadi sistem sef-assessment. Wajib pajak menghitung sendiri jumiah
pajak, dan penghitungan ini dimasukkan kedatam SPT. Kantor Inspeksi

Pajak tidak wajib menetapkan jumlah pajak yang terutang, fetapi
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mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
apabila {ernyata data-data atau penghitungan yang diberitahukan dalam
SPT tidak benar atau berientangan dengan ketentuan undang-undang.

Ditinjau dari segi hukum, memasukan SPT versi lama bukan
merupakan perbuatan hukum karena fidak menimbulkan hak dan
kewajiban. Tetapi kalau SPT itu tidak benar atau memuat hal-hal yang
palsu atau dipalsukan, wajib pajak dapat dijatuhi sanksi atau dituntut
dimuka pengadilan.

Memasukkan SPT berdasarkan undang Undang Pajak
Penghasiian 1984 merupakan suatu perbuatan hukum, Yyang
menimbulkan Kewajiban bagi wajib pajak untuk merﬁbayar pajak yang
dihitung sendiri berdasérkan wewenang seff-assessment. Disini ulang

pajak tibui karena undang undang sendiri pada saaf dipenuhi fabestand

~ pada akhir tahun atau pada akhir masa pajak seperti diteniukan oleh

undang—undang,.sedangkan pesarnya utang ditentukan sendiri oteh
wajib pajak berdasarkan data-data yang relevan dengan Pajak
Penghasilan. Sekali jumlahnya ditetapkan, mengikat wajib pajak, dan
harus dibayar sekafigus sebelum SPT dimasukkan.

Surat pemberitahuan harus dimasukkan dalam suatu jangka
waktu tertentu, Apabila hal ini tidak mungkin karena suatu hal, harus
dimintakan penundaan pemasukkan SPT dari Kantor Inspeksi Pajak
yang bersangkutan dan uniuk ini Kepala Kantor Inspeksi Pajak harus

memberikan izin tertulis (Rochmat Soemitro, 1998 : 67-68).
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2.2.11. Surat Pemberitahuan Masa.

Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa adalah surat yang
oleh wajib pajak digunakan unfuk memberitahukan pajak yang terutang
dalam suatu masa alau dalam bagian dari safu tahun. Kalau wajib
pajak tidak satu tahun penuh menjadi wajib pajak karena baru datang
di Indonesia setelah tahun pajak mulai, atau menginggaikan Indonesia
atau meninggal dunia sebelum tahun pajak berakhir, maka pajaknya
dihifung dari masa pajak yang kurang dari satu tahun. Untu ftu wajib
pajak harus memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Penghasilan yang diterima atau dipercleh dalam masa pajak Hu
harus diberitahukan dalam SPT Masa, dan selanjuinya dihitung
penghasilan setahun dengan mengalikan penghasilan dalam masa
pajak itu dengan suatu pecahan yang pembilangnya 12 dan
penyebutnya sama dengan jumiah bulan dari masa pajak i
Umpamanya 12f7. Dari penghasilan tahunan itu dihitung jumiah pajak
yang terutang dalam masa tahunan. Kemudian untuk menghitung pajak
yang terutang dalam masa pajak ifu, utang pajak tahunan dikalikan
dengan suatu pecahan yang pembilanya adalah jumlah bulan dari
masa pajak, sedangkan penyebutnya adalah 12 (=jumtah bulan datam
satu tahun), contohnya 7/12.

Surat pemberitahuan masa dalam pajak pertambahan nilai mempunyai
arti lain. Pengertian masa disini bertalian dengan masa pajak, yang

mempunyai arti suatu jangka waktu yang lamanya sama dengan satu
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pulan takwim. Jadi surat pemberitahuan masa dalam PPN adalah suat
pemberitahuan yang harus dimasukkan seliap bulan oleh pengusaha
Kena Pajak (PKP) sebagai laporan bulanan (Rochmat Soemitro, 1998

. 69).

2.2.12. Surat Pemberitahuan Tahunan.

surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan,
penghitungan penghasilan kena pajak, dan akhirnya jumlah pajak
yang terutang dalam satu tahun pajak (hanya untuk Pph). SPT
Tahunan sudah pasti memuat data-data yang positif dari tahun
tertentu dan pula secara posilif memuat jumlah yang terutang dari
tahun yang bersangkutan.
Surat pemberitahuan Pph tahun fertentu merupakan dasar hukum
pajak atau a%;:hir masa pajak. Surrat pemberitahuan tahunan harus
dimasukkan setiap tahun dalam jangka wakiu tertentu, seperti
ditentukan datam Undang Undang Pejak Penghasilan 1984. Untuk
pajak-pajak lain, umpamanya PRT atau ipeda, memasukkan SPT
bukan merupakan perbuatan hukum karena dengan pemasukkan SPT
tidak timbul utang pajak dengan sendirinya, tetapi masih akan disusul
dengan .surat ketetapan pajak yang diterbitkan olel Kantor inspekti
Pajak yang menetapkan besarnya pajak yang (erutang.

Jaci sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa sifat surat




pemberitahuan tidak sama untuk sefiap jenis pajak. Yang diuraikan
dalam Pasal 1 huruf () dan huruf (h) Undang Undang Nomor & Tahun
1983, adalah khusus untuk pajak penghasilan 1984. Kita tidak boleh
lupa bahwa ketenfuan yang dimuat dalam UU ne. 6 tahun 1983 adalah
ketentuan yang bersifat umum yang berlaku untuk semua jenis pajak.
Maka pada ketentuan yang dimuat dalam huruf {f) dan (h), karena ini
mengenai pajak penghasilan, seharusnya dimuat dalam undang
yndang pajak penghasilan {984, sebab merupakan Ketentuan yang
khusus berlaku untuk pajak penghasilan dan tidak dapat diterapkan
terﬁqadap pajak kekayaan, pajak Ipeda, Pajak Rumah Tangga, dan

sebagainya (Rochmat Soemitro : 1998 : 70).

2.2.13. Surat Ketetapan Pajak.

Surat ketetapan pajak adalah surat kefefapan berupa surat
kKetetapan pa'jak kurang bayar atau disingkat SKPKB, surat
ketetapan kurang bavar iambahan atau SKPKBT, sural Keteiapan
pajak lebih bayar atau disingkat SKPLB, surat ketetapan pajak nihil
atay SKPN. Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
diterbitkan bila : 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada

keterangan lain ternyata jumiah yang terutang tidak atau Kurang
dibayar. 2. SPT tidak disampaikan dalam wakiunya, dan setelah
ditegur secara tertulis tidak juga disampaiakan daiam wakiu mengrut

surat teguran. 3. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan Ppn
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BM ternyata tidak harus dikompensasikan seliruh Ibih pajak afau
fidak seharusnya dikenakan tarf 0 %. 4. Kewajihan
menyelenggarakan pembukuan atau pencafatan fidak dipenuhi,
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
Sanksi Administrasi apabila SKPKB  dikeluarkan karena alasan
berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada Keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang fidak atau kKurang dibayar maka jumlah
kekurangan pajak tferufang dilambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% sebulan {maksimum 24 bulan}, dihitung
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau fahun pajak sampai dengan dite;bitkannya SKPKB.
Sanksi administrasi apabila SKPKB  dikeluarkan Kkarena alasan
diterbitkannya SKPKB diluar alasan tersebut ditadi maka dikenakan
sanksi administrasi berupaba kenaikan sebesar;
- 50% dani F’}ah yang tidak atau kurang dibayar datam salu fahun
pajak.
- 100% dari Pph yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut atau
disetorkan dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang
. disetorkan.
- 100% dari PPN dan Ppn BM yang lidakk atau kurang dipayar.
Fungsi SKPKB adalah sebagai koreksi jumlah yang trutang menurt

SPT-niva, sarana untuk mengenakan sanksi dan alat untuk menagih

pajak.
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Jangka waktu penerbitan SKPKB adalah jang waktu 10 tahun
sesudah saat terulangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,
bagian fahun pajak atau tahun pajak, Direkiur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan SKPKB.

Dalam hal wajib pajak sefelah jangwa waktu 10 tahun tersebut
dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan
hukum tetap, Dire;ktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan
SKPKB ditambah denda adminisirasi berupa bunga sebesar 48%
dafi jumiah pajak yang tidak atau Kurang dibayar (Mardiasmo, 2001
: 28-29). |

sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah
surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan, SKPKBT diterbitkan apabifa: 1. berdasarkan data
baru dam’ataﬁ data yang semula belum terrungkap men?ebabkan
penambanan pajak yang teruiang dalam surat keietapan pajak
sebelumnya. 2. Ditemukan lagi data yang semuia belum terungkap
pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat
diterbitkan lebih dari satu Kali.

Apabila terdapat jumiah kekurangan pajak yang terrutang dalam
SKPKBT , ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% dari jumlah Kekurangan pajak tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan fidak dikenakan apabila
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SKPKBT diterbitkan berdasarkan Keterangan tertuiis dari wajib
pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
belum mulai melakukan findakan pemeriksaan.

Adapun jangka wakiu penerbitan SKPKBT dalam jangka wakiu 10
tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak, Direkiorat Jenderal Pajak dapat
menerbitkan SKPKBT.

Dalam hal wajib pajak setelah jangka wakiu 10 tahun tersebut
dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan
perdasarkan putusan pengadilan yang {elah memperoleh Kekuatan
hukum tetap, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan
SKPKBT ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48%
dari jumlah pajak yang tidak atau kuréng dibayar (Mardiasmo : 2001
- 30)

Surat Keteiépan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat
keputusan yang menentukan jumiah Kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak iebih besar dari pajak yang terutang atau
tiidak seharusnya terutang.

Penerbitan SKPLB apabila jumiah kredit pajak atau jumlah pajak
yang dibayar lebih besar daripada jumiah pajak yang terutang, atau
telah diigkukan pembayaran pajak yang seharusnya lidak terutang.
Fungsi SKPLB adalah sebagai alat afau sarana untuk

mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.
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Adapun tfata cara menerbitkan OSKPLB, perhitungan dan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak adailah . a. wajib pajak
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direkiur  Jenderal
pajak. h. KPP atas nama Direkfur Jenderal Pajak menerbitkan
SKPLB dalam Woaktiu selambat-lambatnya 12 bulanh sejak
permohonan diterima. ¢, Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam
jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak hahwa permohonannya (sudah dianggap)
dikabulkan. d. Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan
dgiterima  Ditjen Pajak menerbitkan SKPLB  sesuai  dengan
permohonan wajib pajak SKPLB ini dikirim kepada wajib pajak
dengan tembusan Kepada KPP  vyang bersangkutan. e. KPP
menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak dalam wakiu
saty bulan setelah menerbitkan SKPLB. f. Apabila wajib pajak
mempunyai -utang pajak fainnya, kelebihan pembayaran itu
diperhitungkan letﬁh dahuiu untuk melunasi pajak yan§ terutang.
Disamping itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan agar
kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan utang pajak
yang akan datang (dikempensasi). g. Apabila pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan
sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah memberikan bunga sebesar
2% sebulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan pajak

tersebut (Mardiasmo, 2001 : 31-32).
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Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat keputusan vyang
menentukan jumiah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak lidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumiah pajak
yang dibayar sama dengan jumiah pajak vang terutang, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran

pajak (Mardiasmo : 2001 : 32).

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atay sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP
dikeluarkan apabita : 1. Pajak penghasilan dalam fahun berjalan
tidak atau ‘kurang dipayar. 2. Dari hasil penelitian surair
nemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung. 3. Wajib pajak dinekanakan
sanksi administrasi berupa denda danfatau bunga. 4. Pengusaha
yang dikenakan pajak perdasarkan undang-undang  pajak
‘pertambahan nilai fetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha Keha pajak. 5. Pengusaha yang
tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajek tetapi telah
membuat fakiur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai

pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi
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selengkapnya fakiur pajak.
Adapun fungsi dari STP adalah sebagai koreksi afas jumiah pajak
yang ferutang SPT wajib pajak, sarana mengenakan sanksi
administrasi berupa bunga atau denda dan sebagai plal untuk
menagih pajak.
Sanksi administrasi STP terhadap jumiah kekurangan pajak yang
terutang pada pajak penghasilan dalam tahun berjalan fidak atau
kurang dibayar dan dari hasil penelitian sura pemberitahuan
terdapat kekurangn pembayaran pajak sebagai akibat salah ftulis
dan/atau salah hitung dalam STP ditambah sanksi administrasi
perupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulam), dihitung
sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak ptau tahun
pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak Terhadlap
pengusaha Kena pajak ﬁfaixg berdasarkan undang undang pajak
pertambahan'nilai tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya unuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha yang
tidak dikukuhkan sebagai pengusaha pajak tetapi telah membuat
fakiur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai |pengusaha
kena pajak tetapi fidak membuat atau tidak mengisi selehgkapnya
faklur pajak dikenakan sanksi adminisirasi berupa dengda sebesar
2% dari dasar pengenaan pajak.‘ Dalam hat STP |dikeiuarkan
terhadap wajip pajak yang dikenakan sanksi adminisifasi berupa

denda administrasi danfatau bunga, namun khusus bagi (wajib pajak
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yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda danfatau bunga
tidak tagi dikenakan sanksi, karena dalam undang undang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan
denda.

STP ini mempunyai kekuatan hukum yang Sama dengan surat
ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapal juga

dilakukan dengan surat paksa (Mardiasmo : 2001 ! 32-33).

2.2.14. Pajak Terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dﬁlém masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun
pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pajak yang terutang tidak tentu berdasarkan surat ketetapan pajak.
Wajib pajak yang tidak menefima surat ketetapan pajak (SKP) yang
memuat jumlah pajak yang terutang, pajaknya sesuai dengan jumiah
pajak yang dihétung sendiri dan diberitahukan dalam SPT. Bagi pajak-
pajak tidak langsung jumlah pajak yang fterutang juga ditenfukan
sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pajak yang terutang yang harus dipotongkan atau dipungul pada
wakiu pembayaran, harus sesua dengan ketentuan undang-undang,
jadi pajak yang terutang dapat dihitung sendiri melaiui sistem sel-
assessm_ent (Pph), atau langsung berdasarkan ketentuan undang-
undang pajak tidak langsung, atau berdasarkan SKP, STP, SKPT (

Rochmat Soemitro, 1998 © 76).
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2.2.156. Surat Paksa.

Surat paksa adalah surat ketefapan (beschikking) untuk membayar
pajak dan tagihan pajak yang berkaifan dengan pajak, sesuai dengan
undang undang No. 18 Tahun 1997,

Surat paksa adalah alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum
perdata sefelah ada putusan hakim. Tetapi dalam hukum pajak surat
paksa dapat langsung ditetapkan fanpa mefalui proses dimuka
pengadilan. Ini disebut parafe executie atau eksekusi langsung. Surat
paksa ini dpat diterapkan baik untuk pajak langsung maupun untuk pajak
tidak langsung. Definisi surat paksa adalah sebagai berikut © “Surat
paksa adalah suatu surat ketetapan pejabatl yang berwenang, yang
mempunyai fietel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang
pasti, yang mengandung periniah kepada wajib pajak yang namanya
tercantum datam- surat paksa, dalam jangka waktu yang difentukan
dalam surat paksa, dengan ancaman sita atau sandera.” Titel
eksekutorial artinya bahwa surat keputusan ini berkepala “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang iMaha Esa’”.

Surat paksa itu sama dengan keputusan hakim dan mempunyai
kekualan hukum yang tetap, dan segera dapat dilaksanakan, artinya
tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat digunakan untuk mielawan
surat paksa itu. Jadi surat paksa secara materiai tidak dapat difentang,

akan tetapi jika terdapat kekurangan kekurangan formal, surat paksa
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masih dapat ditenfang, umpamanya tidak diberitahukan secara resmi,
tidak ditandatangai oleh yang berwenang, tidak diberitahukum menurut
cara yang telah ditentukan dan sebagainya (Rochmat Soemitro, 1998 :

76-77).

2.2.16. Pemeriksasan Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data danfatau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
berdasarkan kefenfuan perafuran perundang-undangan perpajakan.
Adapun sasaran pemeriksaan maupun penyidikan adalah untuk
mencari adanya . a. Interpretasi Undang Undang yang tidak benar; b.
Kesalahan hitung; ¢. Penggeﬁpan secara khusus dari penghasilan; d.
Pemotongan dan pengurangan fidak sesungguhinya, yang ditakukan
wajib pajak daiém melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan adalah . a. Menguji Kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapal dilakukan dalam hal:
1. Sural pemeritahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak
dan/atau rugi. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau
disampaikan tidak tepat pada wakiu yang telah ditetapkan. 3. suraf
pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur
Jenderal pajak. 4. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan sefain

kewajiban tersebut pada (a.2) tidak dipenuhi. b. Tujuan lain dalam
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rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal : 1. Pemberian NPWP
atau pencabutan NPWP; 2. Pemberian Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pencabutan pengukuhan PKP.
3. Penentuan besarnya jumiah angsuran pajak dalam suatu masa
pajak bagi wajit pajak baru. 4. Wajib pajak mengjukan Keberatan
atau banding; 5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma
Penghifungan Penghasitan Neto, 6. Pencocokan data dan/alau alal
keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terfentu. 8.
Peﬁenﬁuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai
danfatau pajak penghasilan pasal 21. 8. Pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain pada .1}
sampai dengan (b.8) (Mardiasme, 2001 ; 37-38).

Direktur Jenderal Pajak berwenang unfuk melakukan pemeriksaan
untuk mengL‘J}i kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Adapun prosedur pemeriksaan
adalah sebagai berikut : a. Petugas pemeriksa harus dilengkani
dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperiihatkan
kepada wajib pajak yang diperiksan. b. Wafib pajak yang diperiksa
harus : 1. Memperlihatkan, meminjamkan buku, catatan-catatan,
dokumen-dokumen fainiya. 2. Memberi kesempatan untuk

memasuki tempat yang dipandang pertu dan memberi bantuan guna



kelancaran pemeriksaan. 3. Memberi keterangan yang diperiukan. 4.
Kewaijiban untuk merahasiakan tidak berlaku. ¢. Direktur Jenderal
Pajak herwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan
tertentu, bita wajib pajak tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut

diatas.

2.2.17. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang Undang Pajak  Penghasilan
mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui
pem.otengan -pajak atas penghasilan yang dilerima atau diperoleh
oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan, fasa dan Kkegiatan. Pihak vyang wajib  melakukan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kKetjg,
pendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan
penyelenggara‘Kegiatan.
Penerima npenghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah . a.
Pejabat Negara, meliputi . b. Pegawai Negeri Sipil; ¢. Pegawai; d.
Pegawai Tétap; e. Pegawai Lepas; f. Penerima Pensiun; g. Penerima .
Honorarium; h. Penerima Upah.
vang menefima atau memperoieh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemﬁtnng Pajak.
Penghasilan yang dikenakan pemeotongan PPh pasal 21 adalah: a.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,
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yang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium
anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, premi
pulanan, uang lembur, uang sokongan, uang funggu, uang ganti rugi,
tunjangan istgri, tunjangan anak, tunjangan kemahatan, tunjangan
jabatan, tunjangan khusus, funjangan transport, tunjangan pajak,
tunjangan uran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa,
hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi Kerja, dan
penghasifan teratur lainnya dengan nama apapun. h. Penghasilan
yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa [asa
produksi, tantiem, grafitasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis
lainnva yang sifatnya tidak fetap dan biasanya dibayarkan sekali
dalam setahun. c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan
upah brongan. d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau
tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis. e.
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan
dalam bentu apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan yang
dilakukan wajib pajak dalam negeri, terdiri dari. - Tenaga ahli yang
melakukan pkerjaan bebas, yang terdiri dari pengacaia, akuntan,
arsitek, dokter, konsulian, notaris, penitai, dan aktuaris. - Pemain
musik, pembawa acaia, penyavyi, pelawak, bintang film, sutradara,

crew film, foto model, peraga\f\ram‘iﬁfati, pemain drama, penari,
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pemahat, pelukis dan seniman lainnya. - Olah ragawan. - Penasihat,

pengajar, pelatih, penceramah,dan moderatoh. - Pengarang, peneiiti,
dan penerjemah. - Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, efekironika, fotografi dan
pemasaran. - Agen iklan. - Pengawas, pengeloia proyek, anggeia dan
pemberi jasa kepada suafu kepanitiaan, peseria sidang atau rapat,
dan tenaga lepas fainnya datam segala bidang kegiatan. - Agen Klan.

- Pengawas, pengeloia proyek, anggota dan pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas
[ainnya dalam segala bidang Kegiatan. - pembawa pesanan atau yang
menemukan langganan. - Peserta per!ombaa.n. ’— petugas penjaja
parang dagangan. - Petugas dinas [uar asuyransi. - peserta
pendidikan, pelatihan dan pemagangan. f. Gaiji, gahi kehormatan,
tunjangan-tunjangan fain yang terkait dengan gaji yang diterima olen
Pejabat Ne.gar;a dan PNS. g. Uang pensiun dn tunjangan-funjangan fain
vang sifainya terkait dengan uahg ﬁensiun termasuk janda atau duda
danfatau anak-anaknya. . Penerimaan dalam pentuk natura can
kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan

wajib pajak.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21alau
yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong

PPh pasal 21 adalah : a. Pembayaran asuransi dari perusahaan
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asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, b. Penerimaan dalam bentuk naura
dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. ¢.
luran  pensiun  yang dibayarkan Kkepada dana pensiun  yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran tabungan
nari tua atau tunjangan harifua kepada badan penyelenggara
jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. d. Penerimaan dalam
neptuk natura dan kenikmatan lainnya defigan nama apapun yang
diberikan oleh Pemerintah. e. Kenikmatan berupa pajak yang
ditanggung oleh pemberi kerja. f. Pembayaran tunjangan hari tua-
Taspen dan tunjangan hari tua-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri
kepada péra pensiunan yang berhak -menerimanya.

Tarif pajak yang berlakuy beseifa penerapannya menurut Ketentuan
datam Pasal 21 Undang Undang Pajak Pen-ghasilan adalah : a. Tarif
perdasarkan pasal 17 UUJ PPh, diterapkan atas penghasilan kena
pajak dari - Pegawai tetap, termasuk pejabal negara, PNS, Anggola
TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan
anggota dewan komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap
s'ebagai pegawai felap pada perusahaan yang sama. - Penerima
pensiun vang gibayarkan secara bulanan. - Pegawal tidak tetap,
pemagang dan calen pegawai. b. Tarif sehesar 15% diferapkan atas
perkiraan penghasitan hefio yang dibayarkan atau ferutang kepada

tepaga ahli yang melakukan pekerjaan hebas {pengacara, akuntan,

75



arsitek, dokter, konsuitan, notaris, penifai dan aktuaris). Besarhya
perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari penghasilan bruto
berupa honorarium atau imbaian lain dengan nama dan dafam bentuk
apapun. ¢. Tarif sebesar 10% diterapkan atas upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang
jumlahnya melebini Rp. 24.000,- sehari tetapi tidak melebihi Rp.
240.000.- dalam satu bulan fakwin dan atau tidak dibayarkan secara
pulanian. d. Disamping itu terdapat tarip pasal 21 yang bersifat final
untuk beberapa jenis penghasitan, yang besar prosentesinya tidak

sama vang selalu di hitung dari penghasilan brulo.

2.2.18. Pajak Penghasilan Pasal 22.

Merupakan pembayaran Pafak Penghasilan datam tahun bérjaian yang
dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang,
dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
Sedangkan pemungut PPh pasal 22 adalah. a. Bank Devisa dag
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. b. Dirjen
Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di
daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. ¢.
BUMN dan BUMD yang melakukan pembayaran aias pembelian
barang yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. d.
Badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok,

industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh
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Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya
gidalam negeri. e. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang
bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas
penjualan hasil produksinya. f. Badan Urusan Logistik, atas
penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

Yang merupakan obyek pemungutan PPh pasal 22 adalah | a. impor
barang. b. Pembayaran atas pembelian barang yang ditakukan oleh
Dirien Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pusat
maupun daerah. c. Pembayaran atas pembeliah barang Yyang
dilakukann BUMD vang dananya dari belanja negara dan atay belanja
daerah. d. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang ditakukan
oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri
rokok, industri Kertas, industﬁ baja dan industri ofomotif. e. Penjualan
hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain
Pertamina yané hergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix
dan gas. f. Penyerahan gula pasir dan tepung terigu Badan Urusan

Logistik.

Adapun tarip PPh pasal 22 adalah perbeda terhadap masing-masing
ohyek PPh pasal 22. Besarnya tarip tersebut dapat dirinci © a.
Besarnya PPh pasal 22 atas impor [ - Yang menggunakan API, tarif
pemungutannya sebesar 2.5% dari nilai impor. - Yang tidak

menggunakan AP tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.

78




- Yang tidak dikuasat, tari pemungutannya sebesar 7,5% dari harga
jual lelang. Impor barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh
pasal 22 adalah; - impor barang dan atau penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang
pajak penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Sural
Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yvang diterbitkan oleh
Dirjen Pajak. - Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk bagi
parang-barang sebagai berikui. - Barang perwakilan negara asing
beseita para pejabatnya yang berfugas di indonesia berdasarkan
asas timbal halik. - Barang untuk Keperiuan badan internasional
beserts pejabatnya yang berfugas di Indenesia yang dinyatakan
sebagai bukan subyek pajak penghasilan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan. - Buku fimu pengetahuan, - Barang kiriman hadiah
yntuk kKeperiuan ihadan umtum, amal, sosial, atau kKebudaysan. -
Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain
semacam ity vang terbuka untuk umum. - Barang unfuk Keperiuan
penelitian dan pengembangan ilmu pengerahuan. - Barang untuk
keperjuan khusus tuna netra dan penyandang cacar lainnya. -
Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku
cadang yang diperuntukkan bagi keperiuan periahanan dan kKeamanan
negara. - Barang dan bahan yang dipergunakan unfuk menghasilkan
parang bagi Keperluan pertahanan dan keamanan negara. - Barang

contoh yang tidak untuk diperdagangkan. - Barang pindahan. - Barang
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pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelinfas batas, dan
parang Kiriman sampai batas nitai pabean dan atau jumiah tertentu. -
Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya iyafa-nyata
dimaksudkan untuk diekspor kembali. - Atas impor emas balangan
yang akan diproses uniuk menghasilkan barang perhiasan dari emas
untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Sural
Keterangan Bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oieh
Dirjen Pajak. b. Alas pembelian barang yang dananya dart belanja
negara atau

belanja daerah dikenakan putigutan PPh pasal 22 sebesar 1,9% dan
harga pembelian. ¢. Alas penjualan semua jenis kendaraan bermotor
beroda dua atau lehin didalam negeri adalah sebesar 0,45% dari
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahéﬂ pilai. d. Atas industri
rokok pada saat penjualan rokok didalam negeri besamya PPh pasal
79 sebesar 0,12 dari bandre! (pita cukal) dan bersifat final. e. Alas
industri kertas pada saat penjualan kKerias didalam negeri dipungu
PPh pasal 22 sebesar 0,1% darl dasar pengenaan pajak Pajak
Pertambahan Nilai. f,'mas mdusiri semen pada saal penjualan semen
didalam negeri dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari dasar
pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai, Kecuali penjualan semen
dalam negeri oleh PT indocement, PT Semen Cihinong, dan PT
semen Nusantara kepada distributor  utamafsiunggainya. ¢. Aias

penjualan hasil produksi industri baja pada saat penjuaian hasit

S P [ [ e e e T T TS e




produksinya didalam negeri dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,3% darl
dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai. h. Besarnya PPh
pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain
Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak, premix dan
gas atas penjualan hasil produksinya adalah sebagai berikut © - Afas
penebusan premium, solar,premix coleh SPBU swasianisasi adalah
0.3% dari penjualan, - Atas penebusan premium,solar,premix oteh
SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. - Atas penjuaian
minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari penjualan.
Pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan/penjualan
hasit produksi kepada penyalurfagennya. SedangKan penjuatan
kepada pembefi lainnya (misainya pabiikan) pemungutannya {idak
bersifat final, sehingga PPh pasal 22-nya dapat diperhitungkan
sehagai kredit pajak.

Sedanigkan beéam‘ga Pph nasal 22 yang wajib dipungut oleh BULOG
atas penyerahan ; - Gula pasir kepada: - penyalur adalah Rp. 380,-
per kuintal, dan bersifat final. - grosir adiah Rp. 270~ per kuintal, dan
persifat final. - pembeli laihnya adalah Rp. 650,- per kuintal dan
hersifat tidak final. - Tepung terigu kepada : - penyalwr adalah Rp.
47 .- per zak, dan bersifat final. - grosi adalah Rp. 38,- per zak dan
hersifat final. - pembeli lainnya adalah Rp. 91,- per zak dan bersifat

tidak final.
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2.2.19. Pajak Penghasilan Pasal 23.

Ketentuan dalam pasal 23 Undang Undang Pajak Penghasilan
mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang
nerasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang feiah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
21, yang dibayarkan afau terutang oleh badan pemerintah atau
supyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, beniuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan
penghasilan, yang terdiri atas: badan pemerintah, subyek pajak badan
dalam négeri, penyelenggara Kegiatan, pentuk usaha tetap,
perwakilan perusahaan juar negeri lainnya, orang pribadi sebagal
waajib pajak dalam negeri yang felah mendapat penunjukkan dari
Girektur Jenderal Pajak untuk memoteng pajak PPh pasal 23 yang
metiputi © akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akla
tanah (kecuafi PPAT tersehbut adalah camét,pengacara, dan
konsultan, yang metkukan pekerjaan Debas), orang pribadi yang
nﬁen;aiankan ysaha vyang menyelenggarakan pembukuatn.
penghasilan yang dipotong Pph pasal 23 adalah. a. Deviden. b.
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembatlian hutang. ¢. Royali. d. Hadiah dan pengiargaan

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
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dalam pasal 21. e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. f.
Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong
pajak sebagaimana dimaksud dlam pasal 21, g. Sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Pengecualian penghasilan vyang dikenakan pemotongan PPh
pasal 23 adalah: a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada
bank. bi Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan
sewa guna usaha dengan hak opsi. ¢. Deviden atau bagian laba yang
diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam
negeri, koperasi, vyayasan atau oraganisasi yang sejenis,
BUMN/BUMD, dari penyertaan meodal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia. d. Bunga obligasi
yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana. e, Penghasitan
yang diterima atau diperoleh perusahaan modal vemura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang dirikatt dan menjafankan
usaha atau kegiatan di indonesia, dengan syarat hadan pasangan
usaha tersebut merupakan perusahaan Kecil, menengah, atau yang
mlenjaiankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan
Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia. f. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh
koperasi kepada anggotanya. g. Bunga gimpanan vang tidak melebihi

hatas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh
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Koperasi kepada anggotanya.

Tarif pemotongan Pph pasal 23 adalah sebesar 15% dari jumiah
prute, kecuall uniuk sewa dan penghasiian fain sehubungan dengan
penggunaan harta dan imbaian sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajiemen jasa kensullan hukum, jasa konsuitah pajak, dan jasa lain
selain yang telah dipoteng pajak sebagaimana dalam pasal 21 adalah
dihitung dari neto.

Disamping itu juga berlaku PPh pasal 23 yang bersifat final, yaitu atas
penghasilan sewa {anai/bangunan sepesar 6% dafn 10% yang
dinitung dari brulo, usaha [asa wonstruksi dan jasa konsultan yang
hesarnya 2% uniuk jasa pelaksanaan konstruksi, 4% uniuk jasa
pgrencanaan dan pengawasan konstruksi, 4% untuk jasa konsultan

{(sefain Konsufan hukum dan Konsuitan pajak) yang dihitung dari bruto.

7.2.20. Paiak Penghasilan Pasai 24.

Pada dasarnys wajib pajak dalam negeri terutang pajak
penghasilan afas seiurun penghasilan, baik yang giterima atau
diperoteh dari dalam negeri maupun yang perasal dari juar negeril.
Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapal ferjadi karena
pengenaan najak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
ar negeri diatur dalam pasal 24 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Kefentuan pasal 24 mengalur tentang perhitungan hesarnya pajak
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atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat
dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh
penghasitan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri
dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar neger
dengan penghasitan di Indonesia. Indonesia menganut fax credit yang
ordinary credit method dengan menerapkan per counlry limiation.

Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan
sehagai berikut: a. Penggabungan penghasifan dari usaha dilakukan
dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. b
Penggabungan penghasifan laihnya dilakukan dafam tahun pajak
diterimanya penghasilan tersebut. ¢. Penggabungan penghasilan yang
herupa deviden (pasal 18 ayat Z U PPh) dilakukan dalam tahun
pajak pada saat perolehan deviden tersebut ditetapkan sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

2.2.21. Pajak Penghasilan Pasal 25.

Keteptuan pasal 25 Undang Undang Pajak Penghasilan
mengaiur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang
harus dibayar sendirl pleh wajib pajak dalam tahun berjaian.
Pembayaran pajak datam tahun berjalan dapat dilakukan dengan ¢ara:
a. Wajib pajak membayar sendiri (PPh pasal 295). b. M elalui
pemotongan atau pemungulan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23

dan 24).




Besarnya angsuran pajak dlam tahun berjalan yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak unfuk setiap bulan adaiah sebesar
pajak penghasilan yang ferutang menurut SPT PPh tahun pajak yang
talu dikurabgi dengan pajak penghasilan yang dipolong dan/dipungut
{yang tidak bersifat finaf) serta pajak penghasilan yang dibayar atau
terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24, dibagi 12 atau
panyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Beberapa masalah untuk menghitung besanya PPh pasal 25
dapat dirinci sebagal berikul . a. Angsuran hulanan untuk bulan
sehelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pph. Besarmya
angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas wakiy penyampaian SPT
tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan ferakhir dari
tahun pajak yang laju, sepanjang tidak kurang dari raia-rala angsuran
nulanan tahun pajak yang lalu. b. Apabila diterbitkan SKP untuk 2
tahun sebelum tahun SPT. Apabila angsuran pajak sesuyal SKP lebih
pesar daripada angsuran pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuwran
pajak Pph pasal 25 dihitung herdasarkan SKP tahun pajak terakhir. c.
Apabila fahun berjalan, diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya.
Apabila angsuran pajak menuryt SKP lebih besar daripada angsuran
pajak bulan sebelumnya berdasar ayal PPh pasal 25 ayat 1,2, atau 3,
maka besarnya angsuran pajak dihitung kempall berdasarkan SKP

tahun pajak terakhir mulai bulan berikutnya dari SKP. d. Angsuran PPh
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pasal 25 jika SPT tahunan PPh lebih bayar.

Jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak,
besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk
hulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari
rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Dalam halhal terfentu  untuk penghifungan Dbesarnya
angsuran Pph pasal 25 Direkiur Jenderal Pajak diberi wewenang
untuk menyesuaikan hesarnya angsuran pajak vang harus dibavar
sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan, apabila | a. Wajib pajak
perhak atas kompensasi kerugian. b. Wajib pajak memperolen
penghasilan teratur. ¢. SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan
setelah lewat batas wakiu vang ditentukan. d. Wajib pajak diberikan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SP7 tahunan Pph. e. Wajib
pajak membetulican sendiri SPT tahunain PPh vang mengakibatkan
angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
pembetulan. f, Terjadi perubahan veadaan usaha atau kegiatan waijib

pajak.

.2.22.‘ Pajak Penghasilan Pasal 26.

Ketentuan pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan
mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di
indonesia yang diterima atau diperolen wajib pajak war negeri (baik

orang pribadi maupun padan). Yang dikenakan pemotongan PPh
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pasal 26 adalah penghasilan dengan nama daln dalam bentuk apapun,
yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di indonesia.
Penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 26 adalah : a. Deviden; b.
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang. <. Royalti, sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta. d. Imbatan sehubungan
dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. e. Hadiah dan penghargaan. f.
Pei1$ilin dan pembayaran berkala flainnya. g. Penghasilan dari
pepjualan harta di Indonesia. h. Premi asuransj, termasuk premi
reasuransi. i. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suafu
henfuk usaha tetap kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali
di Indonesia.

Besarnya tarip PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok obyek
PPh pasal 26 seperti berikut | 2. Atas penghasilan yany berupa | -
Deviden, - Bunga, (ermasuk prentium, diskonio, dan imbaian
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. - Royalti, sewa dan
penghasitan fgin sehubungan dengan penggunaan harta. - imbailan
sehubungan dengan jasa, peKerjaan, dan kegiatan. - Hadiah dan
penghargaan. - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, dipotong
PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumtah penghasilan bruto. b. Atas
penghasilan yang berupa penghasilan dari penjualan harta di

indonesia dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi dipotong
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PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto. c. Atas
penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajek penghasilan dari
suatu badan usaha tetap di Indoneisa, kecuall ditanamkan kembali di

indonesia, dikenakan tarip pemotongan sebesar 20%.

2.3. Sistem Self-assessment.

Didalam sistem pemungulan pajak dikenal ada beberapa sistem

pemungutan, yaitu

2.3.1. Sistem Officiam_ssessme:*rr. Dalam sistem ini wewenang pemunguian
pajak ada pada fiscus. Fiscus berhak menentukan hesarya ulang
pajak orang pripadi  maupun padan dengan mengiuarkan surat
kelelapan pajak, yang merupakan bukli fimbuinya suaiu utang pajak.
Jadi, dalam sisteﬁ ini, para wajib pajak bersifat pasil dan mepunggu
ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering
disalahgunakan oleh pada 7iscus untuk mencari kKesempatan dalam
kesempitan. Terulama dalam proses negosiasi penetapan atau
perhitungan besarnya pajak, seringkali terjadi tawar-menawar antara
fiscus dan waijib pajak. Kesempatan dialas memang terbuka lebar,
karena dalam sislem ini petugas paiakiah yang menandatangi

masyarakat untuk mendafiar warga masyarakal sebagai wajib pajak.
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2.3

5 gistem Semi Sef Assessment dan sistem Withholding.

Semi sef-assessment system adalah suafu sistem pemungutan pajak
dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang ferutang
oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan
fiscus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu
anggapan bahwa wajib pajak pada awal fahun menaksir sendiri
hesgarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun
pajak besarnya pajak lerutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh
fiscus. Di indonesia sistem seml sef-assessment diterapkan
persama-sama dengan sistem withfiolding, yang pada wakiu Ru
dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO, Withholding adalah
suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan

nesarnya pajak yang terufang oleh seseorang berada pada pihak

masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak
yang bersangkuian dan oleh pihak Ketiga perdasarkan suatu
anggapan, sedangkan besarnya pajak ferutang yang sesungguhnya
akan ditetapkan Kemudian oleh fiscus. Penerapan sistem ini pada
hakikatnya sudah jauh lebih baik daripada sistem pemungutan yang
sebelumnya, namun disana-sini masih di lemukan penyelewengan oleh
oknum pajak, seperti misainya pembayaran pajak atas dasar
kompromi dengan pengertian “way sama tau’ dimana fiscus sering

menawarkan jasa penghitungan pembayaran pajak asal pihak yang
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dibantu dapat saling mengerti. Yang dimaksud :dengan tata cara MPS
dan MPO adalah suaty tata cara Menghituhg Pajak Sendiri dan
Menghitung Pajak Orang. Seperti dijelaskan di atas perhitungan pajak
dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan oleh pihak ketiga
berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan m#ngenai besarnya utang
pajak yang teruiang. Dalam tata cara MF:‘S masyarakal harus
menghitung sendiri besarnya pendapatan, kgkayaan dan labanya
perikut pajak yang harus dibayarkan dan disétorkan ke kas negara
tanpa campur tangan aparatur pajak. Semen;tara kegiatan aparatur
pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penefitian dan
pemeriksaan perhifungan dan penyeioran pajék kepada wajib pajak
pada akhir tahun takwim. Sehubungan dengén perhiiungan dengan
sistem MPS diatas dan demi terlaksananya pémbayaran pajak yang
tepal waktu dan ‘Kgﬁdisi yang memungkinkan gbagi walib paiak untuk
melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlp adanya sistem MPOQ

untuk melengkapi pelaksanaan {ata carfa MPS, ; Tata cara MPO adalah
suatu tata cara unfuk menghifung pajak orang _!ain bwerikut melakukan
pemaotongan dan penyetoran pajak ke kas négara dengah menunjuk.
perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang

parwenang.

 Sistim Fufi Sef-Assessment.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saal :ini dilandasi oleh sistem
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pemungutan dimana wajib pajak bholeh mengh@ng dan melaporkan
sendiri hesarnya pajak yang harus disetor. Sistém ini dikenal dengan
sebutan fulf seff-assessment system. Dari peng;ertian in jelas bahwa
penekananiya adalah wajib pajak harus a:ktif menghitung dan
melaporkan jumiah pajak terutangnya tanpa camﬁur tangan dari fiscas.
gistem ini diberlakukan uniuk memberikan Kepericayaan yang sebesat-
pesarnya bagi masyarakal guna meningkatkan kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam  menyetorkan ;pajaknya. Sebelum
diberlakukannya sistem ini, seperti sudah diuraik?n diatas, di Indonesia
dibertakukan sistem official assessment dan sélaﬁjuinya sisiem semi
seff-assessment dan sistem withhiolding yang ;dikenal dengan sistem
MPS dan MPO-nva. Dengan menyadar kelemahan-kelemahan yang
ditimbutkan oleh sistem-sistem tersebu, maka kita sekarang
menggunakaﬁ sistem  Julf seff—assessmenf. Konsekuensi  dafi
dijatankannya sistem ini adalan hahwa masyarakat harus benar-benar
mengetahui {a{a cara perhitungan pajak Qar{ sgoala sesuaiu yang
perhubungan dengan pelunasan pajaknys, :seperti kapan harus
membayar pajak, bagaimana menghitung Desaﬁr paiak, kepadda siapa
pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ter}adifsa!ah perhitungan, apa
yang terjadi jika lupa dan sanksi apa ya}wg akan diterima bila
melanggar ketetapan-ketetapan perpajakan. Qi1tuk mengetahui hat-hal
tersebut diatas masyarakat harus rajin membaca dan berkonsultasi

sampal mereka mengerti betul masalah ini. Hal ini perlu dilakukan
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karena banyak sekali terminologi kKhusus yang digunakan dalam buku-
puku panduan perpajakan, yang butun pen}eias@ Khusus unfuk Disa
mengertinya (Rimsky K. Judissenc, 2001 : 3-9).

Sistim  sefassessment Pada Undang Undang Pajak
Penghasilan 1984 vyang berarti bahwa ciri ﬁi:fi dan corak sistim
pemungutan pajak adalah sistim menghitung, nﬁmperhiiungkan dan
membayar sendiri pajak yang terutang. é‘d‘-!ajib pajak  diberi

kepercayaan dan fanggung awab unitik menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus dibayar (Penielelasan UU No.8 Ti. 1983). .

Berdasarkan sistem seff-assessment yang dianut dalam
Undang Undang Pajak Penghasilan puils, Iseiiap waljib  pajak
mempunyai kewajiban . a. Mendaftarkan dirl kn Kantor pelayanan
Pajak diwilayah mana wajib pajak berkedudukan atau bertempat
tinggal guna meandapatkat NPWP, L Meaghitt{ng sendiri pajak yang
terutang dan membayar paja dalam fahun ber_i_alan haik dengan
menyetor sediri maupun pemotongan/pemunguian oleh pihak lain,
serta ¢. Mengambil dan menyampaikan sﬁendiri SPT  Tahunan
mengenai penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam satu
tahun pajak (Dirjen Pajak, 2002 1).

Penghitungan dan penelapan pajak tert?.itang oleh wajib pajak
tertuang dalam surai pemberilahuan (SPT) taiif.\a campurtangan pihak

fiscys. Apabila dalam penghitungan dan pahetapaﬁ najak setelah




dikurangi dengan pemotongan pajak oleh pihak ke-3 danfatau pajak
yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak masih ada pajak yang
kurang dibayar, maka kekurangan tersebut harus sudah dilunasi oleh
waiib pajak selambat-lambatnya tanggal 25 Mare{ setelah tahun pajak

yang hersangkufan lewat.
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BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan

Perpajakan.

Di Kabupaten Demak terdapat Kantor Pelayanan Penyuluhan
Pajak, yang mempunyai tugas-tugas memberikan penyuluhan perpajakan
dan menefima laporan-laporan perpajakan dari wajib pajak. Diluar tugas-
tugas tersebut merupakan wewenang Kantor Pelayanan Pajak Wialayah
Semarang Timur. Hal ini disebabkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli Tahun 2001 dan
Kep-58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 Tentang Perubahan Kode
dan Nama Kantor Pélayanan Pajak, maka ditetapkan bahwa Kabupaten
Demak adalah merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Wialayah
Semarang Timur,
Untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Demak
kami ambil sampel terhadap 50 wajib pajak perorangan yang terdiri dari §
orang | Pegawai Negeri Sipil, 5 orang ABRI, 15 orang pengusaha
perdagangan barang, 5 orang pengusaha perdagangan jasa, 16 orang

pengusaha industri, 5 orang dokter dan 9 orang notaris.
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1.1.1. Jumlah Wajib Pajak Perorangan Yang Telah Terdaftar Di Kabupaten

Demak,

Sampai dengan tutup tahun 2001 jumiah wajib pajak perorangan
yang telah terdaftar di Kabupaten Demak sebanyak : 1.946 Jumiah
tersebut dihitung berdasarkan jumiah penerbitan Nomor Pokok Wafib
Pajak (NPWP) yanhg diterbitkan oleft Kantor Pelayanan Pajak Wilayah

Semarang Timur,

1 1.2 Pendeftaran Untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sesuai dengan Pasal 2 Ayal 1 Undang Undang -Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perparakan, disehutkan
pahwa setiap wajib pajak waijib mendaftarkan diri pada kanior Direktoran
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

xedudukan waiib pajak dan Kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajin

Dari hasil penelfitian Kami ternadap 90 orang wajib pajak dalam hat
kewajiban wajib pajax perorangan  untuk mendaftarkan  dirf  untuk
mendapatkan Nomof Pokok Wajib Pajak maka gapat diringi sebagai
berikui :

6 orahg responden dari PNS, vang terdaftar dan memiliki NPWP
sebanyak 1 orang, yang nelum memiliki NPWP sehanyak 4 orang.

4 grang resopenden ABRI, yangd terdaftar dan memiliki NPWP saehanyak

7 orang, yang belum memiiki NPWP sebanyak 3 orang.




15 orang responden  dari pengusaha perdagangan harang, yang
terdaftar dan memiliki NPWP sebanyak 13 orang, yang helum memiliki
NPWP sebanyak 2 orang.

§ orang responden dari pengusaha perdagangan jasa, yang terdaftar
dan memiliki NPWP sebanyak 4 orang, yang beium mémiliki NPWP
sebanvak 1 orang.

10 orang responden dari pengusaha industri, yang terdaftar dan memiliki
NPWP sebanyak 7 orang, yang belum memiliki NPWP sebanyak 3 ¢rang.
5 orang responden dari notaris, semuanya terdaftar dan memiliki
NPWE,

& orang responden dari dokfer, yang terdaftar dan memiliki NPWP
sebanyak 4 aranhg, yang belum memiliki NPWP sebanyak 1 orang.

Dari hasil penelitian dengan mengambil sampel 50 responden wajib pajak
perorangan lersebut bahwa yang meiak*-sanakaﬁ kewajiban untuk
mendaftarkan diri unfuk mendapatkan NPWP adalah sehanyak 36 orang

wajid pajak peroiangan,
Untuk mengetahui secara jelas tentang kepatuhan wajib pajak perorangan

untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel

sehagal herikut :
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No. ! Wajib Pajak 1 Jumiah { Sudah Punya ! Belum Punya

! i Responden !  NPWP [ NPWP
1. 1 PNS b 5 | 1 [ 4
2. 1ABRI I3 ! 2 b3
1. | pedagang Barang ! 19 i 13 b2
4. 1Pedagang Jasa ! b ! 4 P
&. 1 Usaha Industri I 10 { 7 13
§. 1 Notaris 12 ! 5 !5
7. 1 Dokier i 5 ! 4 i 1
t jumlah : {50 ! 36 b4 o

sumber Data ; Dala Primer.

3.1.3. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Sesual dengan Pasal 3 Ayal 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan balwa setiap
wajib pajak harus mengisi SPT tahunan gerta menyampaikan ke Dirjen
Pajakj
Dalam hai pengisian SPT Tahunan, berdasarkan dala di lapangan para
Demak (yang diwakili 36

wajib pajak perorangai di Kabhupaten

responden) dapat dikelompokan sebagai berikut °




3.1.3.1. Mengisi SPT Sendiri.

Dari 36 responden terdapat hanya 9 wajib pajak yang
mengisi SPT-nya sendiri. Dari 9 wajib pajak fersebul yang & wajib
najak SPT-nya belum ada kegiatan (NIHIL), dan yang 3 wajib pajak
SPT-nya menimbulkan kewajiban membayar pajak terutang. Bagi yang
SPT-nya NIHIL, hal ini disebabkan adanya alasan-alasan !

- Bisa Mengisi dan Mempunyai Kegiatan Usaha Namun Takut salah,
Hal ini dapat dilihat dari data dilapangan dimana terdapatl 2 waljib
pajak perorangan mempunyai Kegiatan usaha pamun pengisian SPT

sama sekali tidak mencerminkan adanya suatu Kegiatan usaha.

- Ada kegiatan usaha namun pendapatannya di bawah Penghasilan
Kena Pajak (PTKP},
Hal ini dapat dilihat dari data ciapangan terdapat 2 orang wajid
pajak perorangan dimana usaha yang masih berjalan dan dals arsip
SPT wajib pajak perorangan yang mencerminkan adanya suatu
kegiatan usaha yang menghasilkan namun penghasilan tersebuf
setelah dikurangi dengan PTKP masih dibawahnya.

- Benar-benar tidak ada kegiatan dan penghasiian lainnya.
Hal ini dapat ditihat dari data dilapangan terdapat 2 wajib pajak
perorangan yang memang penar-benar tidak melakukan Keglatan

usaha dan tidak mendapat penghasitan fain.
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3.1

3.2. SPT Diisi Oleh Pihak Lain (Bukan Kuasaj.

Rerdasarkan data dari pengakuan 22 wajib pajak, pada
SPT i adalah  vang SPT-nya menimbulkan’ kewajiban untuk
membayar pajak maupun vyang tidak menimbulkan kewajihan
membavar pajak dan bagi 16 waiib pajak yang SPT-nya menimbulkan
pajek maka pajak tersebut sudah dibayar didepan, dengan maksud
agar waijib pajak selama tahun berjalan tidak usah melaporkan SPT
masa pada setiap bulannya. Sedangkankan bagi 6§ wajib pajak yang
SPT-nya tidak menimbulkan kewajiban membayar pajak maka seliap
miannya tetap harus melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak walaupun
fifit. |

Pada pangisian SPT inf dapal digolongkan sebagai berikut

- §PT yang menimbulkan kewajiban membayar pajax terufang.
Jumiah paiak terutang tersebut dibayar dimuka (tidak diangsur setiap

bulannya).
- SPT yang nihit
Pada SPT ini walaupun pengisiannya diserahkan kepada

prang fain (bukan kuasaj namun pengisiannya tefap nif, karena

mamang wajib pajak perorangan mempunyai alasan tidak ada swakiu

[UPT-PUSTAX-URDIP|




untuk mengerjakannya. Pada SPT ini tentunya berakibat tidak ada
pajak yang terutang, namun demikian sebagai Konsekwensinya wajid

pajak tetap harus menyampaikan SPT masa setiap bulanhya.

3.1.3.3. SPT tidak diisi/dibiarkan.

Hal ini disebabkan Karena .

- Waijib pajak tidak bisa mengisi;
Berdasarkan data dilapangan pada alasan ini ferdapat 1 orang
wajib pajak yang tidak dapal mengist karena wajib pajak belum
pernah mendapatkan bimbingan secara fangsungderarah dari fiskus
tentang pengisian formulir SPT.

- Waiih pajak sibuk.
Dari data hasil penelitian dilapangan terdapat 1 wajib pajak
perorangan yang SPT-nya tidak diisi dengan alasan bahwa wajib
pajak sibuk, sehingga tidak punya wakiu unfuk itu.

- Wajib pajak sengaja tidak mengisi.
Berdasarkan data dilapangan pada alasan ini ferdapat 3 wajib
pajak yang menyengaja uniuk tidak mengisi SPT-nya. Mereka
memilih untuk diberi sanksi yang berupa didenda, dari pada harus

mengisi dan mengirim/menyampaikan SPT-nya.

Dari sample 36 responden di lapangan maka atas pengisian SPT i

dapat ditabulasi sebagai berikut :
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NO. URAIAN JUMLAHWAJIB PROSEN- KET.
PAJAK TASI
. - SPTNIHIL DI 6 16.67 ORANG LAIN
SENDIRI BUKAN
KUASA
- SPT NiHIL Di 181 6 16.67
GRANG LAIN
H. | SPTBAYARDIISI 16 44 44
ORANG LAIN
Hi. | SPT BAYAR DIISI 3 8.33
SENDIR
V. | TIDAK MENGISH - 5 13.89
JUMLAH - 36 100

Sumber daia - Dala Primer

3.1.4. Penyslenggaraan Pembukuan Atau Pencatatan.

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak perorangan di

Kabupaten Demak uniuk melaksanakan pembukuan atau pencatatan

dalam pengelolaan usahanya {sesuai Pasal 28 Undang Undang Nomeor

16 Tahun 2000 tentang Keientuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

dapat di rinci sebagai berikut
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Penyelenggaraan Pembukuan,

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 31 Wajib pajak
perorangan di Kabupaten Demak yang menyelenggarakan
pembukuan adalah fidak ada. Hal ini disebabkan waijib péjak merasa

helum bisa melaksanakan pembukuan,

- Penyelenggaraan Pencatatan.

Berdasarkan hasil penelitian, 31 responden wajib pajak
perorangan didalam menentukan peredaran brutonya, dari sejumian
responden tersebut  adalah menggunakan perhitungan dengan
menggunakan nerma penghitungan penghasilan. Pada penggunaan
nopma  perhitungan ini wajib  pajak  harus didukung dengan
pencatatan-pencatatan.

Dari hasil penefitian, 31 wajib  pajak di Kahupaten Demak adalah
nelum  menyelenggarakan pencatalan-pencatatan sebagai mana
yang dimaksud dalam ketentuan perpajaken (Undang Undang Nomor
16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan, Pasal 28, Ayat 3).

Hal ini disebabkan adanya alasan-alasan |

- Wajib pajak tidak ada waktu karena sibuk.

_ Waijib pajak fakut jika pencatatan itu dikketahui oleh fiskus.

- Waijib belum memahami kefentuan perpajakan.




3.1.5. Penerapan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Oleh

Wajib Pajak.

informasi vang benar dan lengkap tendang penghasiian
wajib pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil
dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Uniuk
dapal menyajkan informasi dimaksud, wajib pajak harus
menyelenggarakan pembukuan. Namun disadari bahwa lidak semua
wajib pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Bagl wajib pajax
perorangan yang menjalankan usaha atau mefakukan pekerjaan bebas
dengan jumiah peredaran tertenfy, fidak diaﬂ;fajibkan untuk
menvelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan daiam
menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajibpajak tersebut sesuai
Pasal 14 Ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 17 Tajun 2000 fentang
Pajak Penghasilan -‘-ﬁfajib pajak percrangan boleh menggunakan norma
penghitungan penghasilan. Norma penghitungan penghasilan neio
hanya holeh digunakan oleh wafib pajak peroranganforang pribadi yang
peredaran brutonya kurang dari jumfan Rp. 600.000.006G - {énam fatus
juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Kepada wajib pajak yang
menggunakan orma penghitungan penghasitan neto tersebut wajib
menyelenggarakan  pencatatan  tentang peredaran  brufonya.
Fencatatan txersebui dimaksudkan untuk memudahkan penerapan

norma dalam menghitung penghasilan neto.
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Dari dari hasil penelitian terhadap 31 wajib pajak perorangan
di Kabupaten Demak, tidak semua wajib pajak fersebul didalam
menentukan penghasilan nefonya mesti menggunakan norma

penghitungan penghasilan. Hal ini didasarkan bahwa Kenyalaan

dilapangan bahwa berdasarkan informasi 3 wajib pajak perorangan

tersebut sebetuinya peredaran brutonya dalam saty tabun pajak

melebihi Rp. 600.000.000,- {enam ratus jula rupiah}.

Ketiga orang tersebut adaleh | H. Soeirime, Desa Holo - Demak, H.

Amwar, Desa Bolo — Demak, Subur, Desa Trengguli — Kecamatan

Wonosalant, Demak.

mMenurut keterangan dari Ke-3 wajib pajak fersehuf disébabkaﬁ adanya

alasan-alasan sebagai berikui

- Rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap Ketentuan
perpajakan sehingga wajib pajak tidak taiu akan nal tersebut;

- Ada kesegakataﬁ antara pilhak | tain {hukan kuasa) yang diserahi
wajib pajak untuk mengisi SPT-nya dengan wajip pajak, dengan
maksud agar ke 3 wajib pajak fersebut tidak usah meambuat

pembukuan yang dianggap merepotkan oleh wajit pajak.

3.1.6. KesadaranfKejujuran Wajib Pajak Dalam Mengisi SPT Secara
BenarfApa adanya dan Lengkap.
Sesuai Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomef 16 Tahun 2000

tentang Ketentuvan Umum dan Tala Cara Perpajekan beseria
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penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan mengist SPT adalah
mengisi formuficr SPT dengan benar, jujur, jelas dan lengkap.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa semua responden wajib
pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam menentukan penghasian
netonya adalah menggunakan norma perhifungan. Untuk mengetahul
tingkat kesadaran/kejujuran wajio perorangan di Kabupaten Demak
dalam mencantumkan penghasilannya di SPT dapat dirinci sebagai

herikut .

- Pengisian Harta dan Hutang Yang Dimifiki.
Dari 31 responden dalam Kesadaran/kejujuran mengisi SPT terdapat
19 SPT dari wajib pajak yang tidak menunjukkan adanya hutang,
padahal berdasarkan informasi dari wajib yang bhersangkutan
sebenarnya para wajib pajak tersebut punya hutang, hal ini
disebabkan karena pengisiannya diserahkan kepada pihak lain.
Demikian juga mengenai pencantuman harfa yang dimiliki juga fidak

sesuai dengan data dilapangan.

- Pengisian Peredaran Bruto.
Dari hasil pene{iﬁan dilapangan terhadap 31 responden wajib pajak
perorangan tentang pengisian peredaran bruto pada SPT-nya
terdapat 7 responden pedagang dan 7 responden pengusana industri

datam menentukan peredaran bruto per tahunnya pada SPT tidak




3.1.7.

sesuai dengan informasifpengakuan mereka. Ke-14 responden

tersebutl mestinga SPT-nya peredaran brutonya melebihi dari SPT

yang felah dicantumkan. Ha! ini disebabkan pengisian SPT-nya

diserahkan kepada pihak fain.

Pencantuman Penghasilan Yang Diperolei Dari Luar fegiatan

isahanya.

- Obyek pajak nenghasilan bagi wajib pajak dalam tahun berjalan

-3

-

adalah tidak hanya penghasilan yang terkait dengan kegialan
usahanya saja, tetapt juga penghasilan yang diperoleh oleh wajib
pajak dari luar kegiatan usana yang dijalankan, antara fain pisa perupa
penghasitan dari © bunga, deviden, properti, sewa, penghargaan dan
hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan lain-lain.
Dari hasil penelitian terhadap 31 responden wajib pajak perorangan
di Kabupaten DemakK ternyala semua responden tersebul helum
mencantumkan penghasitan lain yang dipercleh di luar usahanya pada
P T-nya. Hal ini disebabkan adanya alasan bahwa wajib pajak takut
kalau penghasitan yang dicantumkan pada SPT besar maka pajaknya
akan menjadi besar puia.

Kejujuran Wajib Pajak Perorangan Dalam Mencamtumkan Pajak
penghasilan Yang Di Pungut Ofen pemungut/Pemotong Pajak

penghasilan Pada SPT.
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Pajak Penghasiian Pasal 21.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah |

- Pejabat Negara,

- Pegawai Negeri Sipil
- Pegawal,

- Pegawai tetap;

- Pegawai Lepas,

- Penerima Pensiun,

- Penerima Honorarium,

- Penerima Upah.

Dari 31 responden wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak
dalam hal pancaﬁiumaﬁ panghasiian ini hanya terdapat 3 wajib pajak
yang berstatus penerima penghasilan seperti dimaksud diatas adalah
3 {1 PNS, 2 ABRY).

Penghasilan yang menjadi obyek pajak Pasal 21, seperti!

- Gajt;

- Honorarium,

- Uang lembur;

- Uang transport, dan

- Tunjangan-tunjangan.

=
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Berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan 3 responden
tersebut dan  bukti pencantuman di SPT dari wajib pajak yang
bersangkutan belum mencantumkan adanya potongan/pungutan

sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 21.

Pglak Penghastlan Pasal 22

Yang merupakan obyek pengutan PPh Pasal 22 adatah :

1

tmpor barang,

- Psmbayaran atas pembelian barang yang ditakukan oleh Dirjen
Anggarah, Bendaharawan Pemerintah, baik ditingkat pusal maupun
daerah;

- Pembavaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMU yang
dananya dari belanja negara dan atau helanja daerah;

- Penjuaian hasii produksi didalam negeri yang ditakukan gieh badan
ysahas vang bergerak dibidang industri semen, industri rokok,
indusiri kertas, industri baja dan industri ofomotif;

- Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan

usgha selein Perfamina yang bergerak dibidang bahan bakar

minyak jenis premix dan gas.

- Penyarahan gula pasi dan tepung terigu Badan Urusan Logistik,
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Berdasarkan daia yang dipercleh dilapangan tidak satu pun
responden wajib pajak perorangan di Kabupaien Demak yang

melakukan akfifitas yang menjadi obyek pemungutan PPh pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 23.

Obyek pajak penghasilan Pasal 23 adalah penghasilan yang
diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan hentuk usaha iefap yang
" herasal dari modal, penyerahan, atau penyelenggaraan kegiatan
seiain yang tefah dipolong pajak sebagaimana dimai;sud dalam pasal
71, Secara rinci tentang jenis penghasitan yang diterima oieh waib

pajak perorangan dapat di rinci sebagai berikut ¢

Deviden,
- RBunga, termasuk premium, diskento, dan imbalan sehubungan

gengan jaminan pengembaiian utang;

Royalti;

Hadiah dan penghargaan selain yang felah dipoiong Pph

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi;

_ imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsuitan, dan jasa {ain selain yang telah dipoiong

pajak sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 21.




- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Rerdasarkan data dilapangan, terdapat 4 wajib pajak percrangan
pengusaha perdagangan barang yang melakukan kKegiaian yang
memperoleh penghasilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 yaitu

penghasiian yang berupa |

- Perolehan bunga yang diterima waijib pajak;

- Per.mehan sewa dan penghasilan fain  sehubungan dengan
penggunaan harta,

Tetapi didalam pengisian SPT wajip  pajak tersebut tidak

meancaniumkan adanya pajak yang dibayar gari penerimaan tersebul.

Hal ini menurut alasannya mereka merasa enggan hila potongan PPh

dari pendapatan_im dicantumkan pada pada SPT.
pajak Penghasilan Pasal 4.

penghasilan  waijib  pajak perorangan yang memperoleh
;:-ethasilan yang dipetong sesua dengan Pasal 24 adalah wajib pajak

yang mendapat penghasilan di fuar negeri dan telah dipotong diluar

negeri.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari ketetangan 31responden wajib
pajak perorangan di Kabupaten Demak adalah tidak satupun wajib
pajak dimaksud yang mendapatkan penghasitan dari lwarnegeri dan

telah dipotong diluar negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 25.

QObyek pajak penghasitan Pasal 25 adalah besarnya angsuran
buia_nan yang harus dibayar sendiri oleh wajih pajak dalam tahun
berjalart. Besar angsuran pajak tersebut adafah f:iitemukan dalam

SPT tahun falu.

]

pembavaran pajak Pasal 28 dalam tahun berfjalan dapat dilakukan

[

dengan jalan :
- Wiib pajak membayar sendiri (Pasai 28);
- Melalui pemotongan atau pemungulan oleh pihak ke figa (PPh Pasal

21, 22, 23, 24}.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 31 responden wajib pajak
perorangan tentang PPBH pasal 25, terdapal 18 wajib pajak
perorangan yang SpT tahun lalunya menunjukkan besarnya pajak
yang harus diangsur namun angsuran pajak Pasal 25 tersebut sudah

dibayar dimuka.




Pajak Penghasilan Pasal 26.

Obyek pajak penghasiian sehagaimana yang dimaksud PPh

pasal 26 adalah penghasiian yang persumbper di indonesia yang

diterima atau diperolen wajib pajak luar negeri.

Berdasarkan hasil peneiftian ditapangan terhadap 31 wajib pajak

perorangan teniang pecantuman potongan PPh yang telah dipungut

olen pihak lain pada SPT-nya adalah tidak ada.

Hal g disebabkan banwa terhadap 31 responden yang memperoleh

pengiasian sehagaimana yang dimnaksud Pajak Penghasilan Pasal 26

adaih tidak ada.

3.1.8. Penyampaian SPT.

SPT Tahunah.
3 Ayal 3 Huruf D Undang Undang

Tahun 2000 iemang Keierduan Umum dan Taia Cala

patas wakly penyampaian SPT tahunan adalah paling

jambat 3 bulan selefan akhir tahun pajak. Apabila SPT tersehut tidak
disampaikan dalam jangka waklu tersehut atau batas wakiy
paian SPT dapat dikenakan sanksi admministrasi

100.000 - ( Pasal 7 Ayat 1 Undang

Undang No. 16 Tahun 20043,
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pada SPT ini disapaikan dengan cara .

- Untuk SPT hayar.
Ssbanyak 3 waijib pajak menyampaikan SPT-nya melalui Kantorl
Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak dan yang lainnya disampaikan
langsung ke Kantor Peiayanan Pajak Witayah Semarang Timur,

- Untuk SPT nifil.
Disampaikan Ke Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur
melalyi Kantor Pos dan Giro Kabupaten Demak dan Kantor

penvuluhan Pajak Kabupaten Demak maupun Kantor Pelayanan

Pajak Wilayah Semarang Timur.

Berdagsarkan data dilapangat dari 36 waijib pajak di Kahupaten
pemak , terdapal 78 wajip paiak yany manyampalkat SPT Ke
vantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang -Témur dan yang 3 waijb
paiak menyampaikan SPT-nya ke Kantor penyiiuhan Pajak
Kabupaten Demak. Sedangkan  yang 5 wajib pajak tidak
meﬂyérnpaikan SPT-nya, hal ind disebabkan mereka peium
mengetatid kewajiban-kewajibanny2 sebagai wajb pajk, hatl ini
disebabkan wmereka baium peman menerima sosialisasi paik dari

figkus maupun dari pihak lain.

Untuk mengetahui data mengenai penyampaian SPT tahunan, adalah
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sebagai berikut :

H

NO | TAHUN DISAMPAIK | DISAMPAIKAN TIDAK KETE
AN TEPAT TERLAMBAT DISAMPAIKAN | RA-
WAKTU NGAN
1989 31 - 4
20460 31 - 5
2001 31 - 5
JUMLAHR . a3 - 15
cumber Data | Data Primer.
SPT Masa
qesual Pasal 3 Ayal 5 puruf @, baias  wak

penyampaian SPT Masa adalah paling lambal 20 hari setelah akhif

masa pajak. Penvampaian SPT masa dapat herakibat seoai

herikut ;

- Besarnya pajak diangsur.

- Pajak nihil.

SPT masa lahir setelah adanya perhitungan SPT tahunan, dafn SPT

tahunan initah kemudian fimbu! :




- Angsuran pajak.

- Pajak nihil.

Untuk mengetahui data mengenai penyampaian SPT masa bagi wajib

pajak di Kabupaten Demak adalah sebagai berikul

=l

a. Dimuka 18

b. Diangsur -

NO. URAIAN SPT SPT TIDAK KET.
DISAMPAIKAN DISAMPAIKAN

1. i SPT masa nihil 12 -

2. SPT masa bayar | B

JUMLAH | 31 | 5

Sumber Data  Dala Primer,

1 1 4. Pembayaran Pajak.

Untuk mengelahul tingkat kepatuhan hagi
pajak perorangan gi Kahupate
pembayaran pajak,
sebagai berikul

Semua responden wajb

dalam membayar paiak tersebut dapa

14 responden wajib

n Demak yang SPT-nya menmmbulkan

najak perorangan yang SPT {ahunamn

{ dilihat




menimbulkan pajak terutang daiam membayar pajaknya adatah
dibayar dimuka, bukan diangsur. Dengan demikian tidak ada
responden wajib pajak di Kabupaten Demak yang mengangsur pajak
terutangnya pada seliap butannya.

Hal ini disebabkan para wajb pajak tidak mau direpotkan untuk
mengangsur pajak pada setiap bulannya, dan wajib  pajak
beranggapan akan di kenakan sanksi administrasi yang berupa denda

jika sampai tidak menyampaikan laporan masa sefiap bulannya.

3.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan

perpajakan Berkaitan Dengan Sistem Seff-assessment.

391, Pemahaman Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan

Perpajakan.

Ketentuan yang mengatur fata cara perpajakan dan pajak

penghasilan di tndonesia adalah :

_ -Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah,

yang terakhir dengan Undang Undang Nemorf 16 Tahun 20600.

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang

Undang Nomor : 17 Tahun 2000.

Untuk mengetahui seberapa jaun pemahaman wajib pajak perorangan
terhadap pemahaman ketentuan perpajakan di Kahupaten Demak
berdasarkan penefitian dilapangan hahwa peneliti telah melakukan
wawancara dengan 36 responden (wajib pajak perorangan ) dengan

hasil sebagai berikut :

NO. | RESPONDEN MEMAHARMI TIDAK KET.
KETENTUAN MEMAHAMI
PERPAJAKAN KETENTUAN
PERPAJAKAN
1 36 WP 3 WP 33T WP

Perorangan

JURMLAKH 3 WP I3 WP
| _

cumber Data ; Uata Primer.

Kondisi ini berdasarkan Kketerangan wajib pajak perorangan g
sebébkan helum adanya sosiafisasi {erarah mengenai Ketentuan
perpajakan, baik dari Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak,
maupun Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur. Disamping

ftu juga disebabkan kemampuan wajip pajak perorangan yang kurang

it
—
[




sendukung, hal inf terbukti dari 33 wajib pajak tersebut terdapat 21

waijib pajak yang latar pendidikannya hanhya SLTP.

L7}
]
]

_pemahaman Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan Sistem

Seif-Assessment.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemahamart
responden waib pajgk perorangan di Kabupaten Demak terhadap
xetentuan perpajakan adalah belum memahami ketentuan perpajakan,
hal ini terbuiii dari keterangan 36 responden ternyata yang 33
respondein menyatakan belum tahu sama sekali tentang ketentuan
per%sj‘akan[?adahal didalam Ketenluan tersebut sistim perpajakan
saf-assassment ada didalamnya. Untuk mengetahui data tentand

pamahaman waiip pajsk perorangah terhadan pelaksanaan sistim

N0 TIUMLAH T T MENGAMBIL MENGHITUNG | MENGIRIM

{ RESPONDEN | SPT  TAHUNAN| PAJAK SPT/MEMBAYAR
O R SENDIRI | SENDIRI | PAJAK SENDIR!

|1 1 36 WP g WP 9 WP | 9 WP Perorangan

i 1

% ‘! Pergrangan | Dearorangan Perorangan

T I S S N

T UMLAH: | 9 9 g \
| |

h_r__m__é__ﬁ;.__”_ﬁ____,h_,____ﬂ__’a_._____—__,_L——————-‘-’—A

Sumber Data : Dala Primer.
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© 3.2.3. Pemeriksaan Pajak.

Yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pajak
adatah Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur. Sedangkan
di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Timur sampai

dengan tutup tahun 2001 terdapat wajib pajak perorangan sejumiah:

1,046 wajib pajak.

Mengingat begitu banyaknya wajib pajak perorangan divilayah

tersebit maka pefaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan sebatas

pada .
Bameriksaan SPT Tehunan Di Kantor Pelayanan Pajak.

Terhadap BPT Tahunan yang telah masuk di Kentor Pelayanan

Pajak Wilayah Semarang Timur diperiksa xehenaran pengisiannya.

cameriksaan Lapangan.

Jika dipandang periy terhadap SPT tahunan pinll maupun

SPT  tashunan  yang menimbuikan utang pajak  fiskus dapat

melaksanakan pemefiksaan ditapangan (5K, fMenieri Keuangan

No 54 6/KMK04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak}).

ettt et




Pemeriksaan dimaksudkan un

kejujuan waijib pajak didalam mengisi SPT tahunan.

tuk menguji kebenaran, kepatuhan dan

Untuk mengetahui hasi pemeriksaan pajak terhadap wajib

pajak perorangan di Kabu

paten Demak dapat diiihat data sehagal

herikut :

NO. | URAIAN TH 1999 TH 2000 TH 2001 KET
1. Pemeriksaan SPT 1.216 1.234 1.254

Tahunan
2. Pemeriksaan SPT 1.812 1.874 1.946

Masa
3. Pemeriksaan - - 3

Lapangan

Sumber Data : KPP. Semarang Timur.

3 9.4 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

 Terhadap wajib paj

ak perorangan yang telah diperiksa,

baik pemeriksaan SPT tahunan maupun pemeriksaan lapangan maka
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sebagai hasil pemeriksaan tersebut adalah diterbitkannya Surat

Keietapan Pajak

Untuk  mengetahu

data

berapa banyak SKP

yang

diterbitkan cleh KPP Wilayah Semafaﬂg Timur adalah sebagai

herikut ;
NO . | URAIAN TH 1999 TH 2000 TH 2001 KET.
1. SKP Kurang | 74 14 23
Bayar
2 SKP Lebih Bayar |- - -
3. | SKP Denda 426 502 548 B
JUMLAH 500 B 572
: ! ) I N

qumber Data | KPP, B¢

3.9.5. Surat Tagihan Pajak dan Suraf Paksa.

Terhadap wajib pajak yang perdasarkan SKP namun

tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah SKP

lanjuti dengan surat tagihan paj

{erutang tersebut tidak

maka di tindak

ak terutang. Jika suerat tagihan pajak

dipenuh, maka tindakan yang dilakukan oleh




KPP Wialayah Semarng Timur selanjutnya adalah diterbitkan surat

tagihan dengan surat paksa.

Untuk mengetahui berapa banyak surat tagihan dan surat paksa yang

diterbitkan oleh KPP Wilayah Semarang Timur ferhadap wajib pajak

perorangan di Kabupaten Demak dapat dilinat sbb :

NO | URAIAN TH 1999 TH 2600 TH 2001 KET.
1 Surat Tagihan 244 176 144
2 Surat Paksa 104 92 67

JUMLAH - 348 268 211

Sumber Data ; KPP Semarang Timur.

3.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Sistem

Selfassessment DI Kabupaten Demak.

3.3.1. Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan Tahunan.
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pemerintah, datam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Wilayah
Semarang Timuyr pada setiap menjelang tutup tahun {(antara bulan
Nopember-Desember) selaly menyediakan SPT tahunan.
Sesual  susten sekf-assessmeni mestinya wajib pajak mengambi
sendifi SPT tahunan yang tefah disediakan tersebut. Namun dalam
pelaksanaannya tidak semua dari 36 responden wajib pajak tidak
mengambil  sendiri ditempat-tempat  yang telaly  disediskan.
Pengambilan SPT tahunan oleh wajib pajak perorangan diiempat

dimaksud dapat dirinei sehagai berikut
SPT tahunan yang diambil.

SPT tahunan yang diambi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayan
Semarang Timur maupui di Kanior Penyuluhan Pajak Kabupaten
Demak, yang meangambi adalah waijlh pajak sendiri dan dirikim oleh
fiskits langsung kealamat waiib pajak yang persangkutan melalul jasa
Kantor Pos dan Giro .

Namun pengambifan SP T tahunan ini jumiahnya hanya g SPT saja.

opT Dirkim Langsung Kealamat Wajib Pajak.

SPT tahunan dikifim cieh «antor Pelayanan Pajak Witayah Semarang

Timur ke alamat waiib pajak perorangan tangsung sebanyak 37 SPT.
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Untuk mengetahui data mengenai berapa banyak SPT tahunan sampai

kepada wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak dapat dilihat

pada tabel berikut :

NO URAIAN PENGAMBILAN | PENGAMBILAN KET.
TAHUN 2000 TAHUN 2001

1| Diambil Sendiri o WP 5 WP

i Diambil pihak lain - -

3 Dikirim oleh Kantor | 27 WP 27 WP

f

Paiak

Sumber Data ; Data Primer.

SPT masa.

Bagi wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak, mengenal

nengambilan SPT masa ini dapat diperinci sebagai berikut .

Bagli wajib pajak perorangan yang bayar.

Bagi wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak, cukup sekali

saja menggunakan SPT masa, yailu setelah SPT fahunannya




menimbulkan kwajiban bayar ulang pajak kemudian pajak untuk tahun
herjalan dibayar dimuka. Jadi hanya menggunakan SPT masa (surat
setoran pajak) sekali saja, vaitu menggunakan SPT masa (sural

setoran pajak) yang dilampirkan dalam SPT fahutan.

Bagi walib pajak NiklL.
Bagi wajib pajak NIHIL dapat dirinci sebagai berikut :

- Wajib pajak yang SPT lahunannya NIHIL tetapi wajib pajak
tzrsehut mengirimkan laporan (walaupun nihil) setiap bulan, SPT
masa-hya mengambit di Kantor Pelayanan Pajak Semarang
Timur maupun di Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak

dimana waijip pajak mengirim laporan tersebul.

1
-1,
a1
frh]
&
]
]

ajak yang tidak mengimkan laporan setiap bulannya ke
Kanfor Peiavanan Pajak Wilayah Semarang Timur  maupun
Kantor Penyuluhan Pajak Kabupaten Demak. Wajib pajak yang

tergolong ini berarti tidak menggunakan SPT masa sama sekall.

3.3.2. Menghitung SendirifMenstapkan Sendiri Besarnya Pajak Terutang.

Rerdadar hasil penstian dilapangan terhadap 31 para wajib
pajak perorangan di Kabupaten Demak yang menghitung dan
menetapkan sendiri besarnya pajak terutang adalah hanya 9 wajib

pajak, sedangkan yang 22 wajib pajek  dalam menghifung dan

manaiapken pajak teruteng diserankan kepada pihak fain yang buxan




kuasa. Hal ini berfangsurng terus menerus, bahkan menurut hasil

penelitian, ketergantungan ini berlangsung terus.

Untuk mengelahui jumiah responden wajib pajak perorangan di
Kabupaten Demak dalam hal mengitung dan menefapkan pajak

terutang dapat diikuti data berikut :

NG | JUMLAH MENGHITUNG DIHITUNG  OLEH| TIDAK
WAJIB SENDIR! QORANG LAIN MENGHITUNG
RESPONDEN
1 31 9 22 ' 5
JUMLAH : - 8 22 5

Sumber Data: Data Primer.
3.3.3. Menyetor Sendiri Pajak Yang Terutang/Angsuran Pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian didepan, wajib
pajak perorangan di Kabupaten Demak yang membayar pajak

terutang , baik bagi yang melaksanakan penghifungan sendiri maupun
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dihitungkan oleh orang fain  didalam penyetoran pajak tersebut
berdasarkan penefitian ini disetor oleh wajib pajak pererangan sendiri

sebanyak 8 wajib pajak dan 22 wajib pajak dibayar oleh pihak lain.

128




41.

BAB IV

PENUTUP

Simpuian

411

Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Pelaksanaan

Ketentuan Perpajakan.

Ketentuan pelaksanaan Pajak penghasitan adalah diatur
datam Undang Undang Nomeor 7 Tahun 1983 dan telah mengalami
beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Undang

Undang Noemor 17 Tahun 2000.

Dari hasil penelitian terhadap 50 responden wajb pajak
perorangan di Kabupaten Demak, yaitu yang terdiri dari unsur PNS,
ABRI, Pedagang, industri dan usaha bebas ternyala yang beium
mendaftarkan NPWP sebanyak 14 wajib pajak, atau sebanyak 28 %.
Dengan demikian kepatuhan wajib pajak perorangan terhadap
pélaksanaan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000
{tentang Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan dapat

disimputkan bahwa waijib pajak perorangan tersebut telah mematuhi
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ketenfuan dimaksud.

Dalam hal pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan dari 3¢
responden wajib pajak yang felah memiliki NPWP terdapat 5 wajib
pajak yang tidak mengisi dan mengirimkan SPT tahunan aiau
sebanyak 13,89 %. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak
perorangan terhadap Pasal 3 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16
Tahun 2006 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
dapat disimpulkan bahwa wajib pajak perorangan di Kabupaten
Demak telah mematuhi ketentuan dimaksud. Dari 5 wajib pajak yang
tidak mengisi dan mengirimkan gPT tersebut ierdapat 3 wajibh pajak
yang lidak mengirim SPT dengan alasan mereka sengaja memilih
untuk di jatishi sanksi denda. wal ini berdasarkan analisia penyusun

memang bahwa ketentuan sanksi tesebut adalah bisa dipakai olegh

wajib pajak sehagal tindakan ﬁenghin{iaran;penggeiapan pajak {fax.

ayvoidance) yang dihenarkan oleh undang-undang. Wajib pajek lebih
suka diberi sanksi denda sebesar Rp. 100.000 - dari pada barus
mengisi dan mengirim SPT, padahal wajib pajak tersebut adalan
wajlib pajak yang masih akiih menjatankan kegiatan ysaha, dan
ménurut analisa penyusun denda tersebut adalah diterapkan baik
kepada wajib pajak perorangan maupun padan. Hal ini tentunya juga
kurang sesual dengan falsafah pajak, yaitu banhwa syaral yuridis
galam pembuatan undang-undang pajak harus membperikan keadian

{equiy).




Penyelenggaraan pembukuan  dan atau  pencaiatan
merupakan keharusan unfuk dilaksanakan oleh wajib pajak, hal ini
sesuai dengan Pasal 28 Undang Undang Nomeor 16 Tahun 2000.
Dari hasil penelitian terhadap 31 r‘esponden wajib pajak yang memiliki
NPWP  dan  telah mengisi SPT tahunan fernyaia yang
menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sebagaiména yang
dimaksud olen Ketentuan tersebut adalah belum ada. Pengan
demikian kepatuhan wajib pajak terhadap Pasal 28 Undang Undang

Namor 16 Tahun 2000 adalah helum memaiuhi.

Penya'mpaian SPT tahunan setelah diisi dengan benar, JUjur,
jefas dan lengkap adalah merupakan keharusan sebagaimana yang
dimaksud pada Pasal 3 Ayat 9 Undang Undang Nomer 16 Tahun
2000, Dari 36 wajib pajak ternyata yang mengirimkan tepat waklu
sehanvak 31 wajib pajak atau sehanyak 86 % lelah mematufi
refentuan tersebuf. Sedangkan dari sisanya sebanyak 14% terdapat
60% tidak menyampaikan karena alasan kesengajaan. Hal ini berarti
sankéi denda Rp.100.000 sebagai dimaksud Pasak 7 UU No.16 Th.
2600 adsiah belum membual jera wajib pajak yang melanggar
ketentuan tersebut, dengan demikian bekerjanya hukum masih dirasa

ada hambatan.




4.1.2. Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan

Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem Sef Assessment.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 responden wajib
pajak perorangan di Kabupaten Demak dalam hat pemahaman wajib
paak terhadap ketentuan perpajakan ternyaia yang belum
memahami ketentuan perpajakan sebanyak 27 wajib pajak atau

sebanyak 79 %.

Dalam hai pemahaman wajib pajak perorangan terhadap
pelaksanaan sistem selfassessment dari 36 responden ternyata
yang melaksanakan sistem tersebut pbaru 9 wajib pajak saja, atau

sebanyak 25 %.

Dari hésil pengiitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
pemahaman wajib pajak perorangan di Kabupaten Demak terhadap
ketentuan perpajakan dan sistem seff-assessment adalah masih
rendah, sehingga dapat disimpulkan pahwa kepatuhan wajib pajak
terhadap ketentuan perpajakan berkaitan dengan sistem seff-
assessment adalah rendah puta, sehingga 75 % wajib pajak
perseorangan yang fidak memahami tersebut mengakibatkan
timbuinya pemeriksaan pajak oleh fiscus 'dan menimbulkan Sural

Ketetapan Pajak, Surat Tagihan pajak serfa Surat Paksa.
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4.1.3, Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Da!afn Menunjang Simtem

Sef-assessment DiKabupzlen Demak.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 36 wajib pajak

perorangan di Kabupaten Demak yang telah memiliki NPWP dalam

hal pelaksanaan sistem perpajakan self-assessment ini dapat dirinci

sebagai berikut :

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.

Dalam hal pengambilan SPT Tahunan, dimana setiap wajib
paiak harus mengambil sendiri SPT Tahunan di Kantor
Pelayanan Pajak. Ternyeta dari 36 renponden haznya
terdapat 9 wajib pajak saja, atau baru 25 %.

Démikian juga dalam hal menghitung sendiri  dalam
penetapan besarnya pajak yang harus diangsurfbayar Juga
hanya 9 wajib pajak yang melaksanakannya, atau hanya 25
% saja.

Dalam hal penyetoran pajak terutang oleh wajib pajek dari
31 responden ternyata hanya 9 orang saja yang distor oleh
wajil: pajak sendiri, dan yang 22 wajib pajak disetor oleh

orang lain.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sisiem

perpajakan seff-gssessment oleh wajib najak di Kabupaten Demak

masih rendah.
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Saran.

4.2.1.

Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Peiaksanaan

Ketentuan Perpajakan.

Dari kesimpulan diatas dalam hal kepatuhan waijib paijak
perorangan di Kabupaten Demak terhadap pelaksanaan ketentuan
perpajakan dimana waijib pajak tersebut telah mematuhi ketentuan
perpajakan. Dari hasil penelian tersebut dafam hal pengisian dan
penyémpaian SPT tahunan dari 31 wajib pajak, sedangkan yang 5
waijib pajak yang tidak mengisi dan menyampaikan SPT-nya ferdapat
3 waijib pajak yang dengan alasan sengaja untuk memitih menefima
sanksi denda sebesar Rp. 100.000,-. Dari kenyataan ini dan dari
hasil analisa penyusun atas Pasal 7 Un"dang Undang Nomor 16 Tahun
2000, tentang Kétentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memang
merupakan loophofe atau celah untuk dapat dipakai wajid pajak untuk
menghindari matpun menggelapkan pajak, karena dengan denda
yang hanya Rp. 100.000,-, berarti wafib pajak sudah tidak lagi
menghifung berapa besar pajak yang akan terutang dan ketentuan
tersebut adalah kurang mencerminkan keadilan, dimana wajib pajak
adalah terdiri dari perorangan dan badan, tetapi kenapa sanksi
denda tersebut besarnya sama, mestinya berbeda antara

perorangan dengan badan. Uniuk ifu kami sarankan kepada
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pembuat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Gara Perpajakan agar sansi berupa denda tersebut
diperbesar agar tidak memberikan celah kepada wajib pajak (badan
maupun perorangan) untuk menghindari maupun menggelapkan pajak
dan ada perbedaan besarnya sanksi denda antara waijib pajak
perorangan dan badan, mestinya yang waijib pajak badan yang lebih
besar agar me;u:erminkan keadilan. Terhadap waijib pajak yang
dengan kesengajaan secara terus-menerus tidak menyampaikan SPT
tahunan tersebut kami sarankan agar supaya hukum dapat dipatuhi
tenfunya haruys bersandar pada mekanisme penegakan hukum yang
lain. Disini hukum kembali pada bentuk yang sedérhana yaitu bentuk
yang memaksa dan menekan melalui dikenakannya sanksi yang lebih
beraf, yaitu dengan cara merubah sanksi denda bagi yang tidak
menyampaikan SPT tahunan yang semula hanya Rp. 100.000
menjadi 10 kali dari pajak yang terutang, yaitu tentunya setelah
diadakan {eriebih dahuiu pemeriksaan. Hal int tentunya lebih pasti dan
mengikuti perkembangan waktu nilai nominal denda. Dengan
demikian hukum disini akan lebih menjadi pasti dan mampu
mengakomodasi terhadap perkembangan [aman dan dapat
diterapkan secara konsekwen untuk keadaan yang sama secara
ferus-menerus.

"Sedangkan yang mengisi dan menyampaikan SPT tahunan

terdapat 22 wajib pajak daiam hal ini masih ditangani oleh pihak lain.
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4.2.2.

Untuk itu kami sarankan agar pihak fiskus  terus
meningkatkan/mengupayakan bimbingan/pembinaan terhadap waijib
pajak tersebut agar mampu melaksanakan sendiri masalah
perpajakannya, sehingga sistem perpajakan sef-assessment dapal

terwujud.

Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Terhadap Ketentuan

Perpajakan Berkaitan Dengan Sistem se#-assessment.

Dari kesimpulan diatas bahwa tingkat pemahaman waiib
pajak terhadap ketentuan perpajakan adalah masiﬁ rendah, yaitu dari
36 responden hanya 9 wajib pajak yang memahami ketentuan
perpajakan. Dengan demikian yang memahami sistem perpajakan
seff-assessment adalah hanya 25 % saja, sehingga mereka tidak
pisa mematuhi ketentuan perpajakan. Hai ini disebabkan mereka
belum pernah memperoieh sosialisasi terarah masalah ketentuan
perpajakan, untuk itu kami sarankan kepada fiskus agar
meningkatkan sosialiéasi atas pelaksanaan ketentuan perpajakan
secara intensif dan terarah, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dan atas sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada wajib
pajak tersebut supaya di tinjau kembali, disini yang paling esensi
adalah bagaimana agar supaya mereka betu-betu! memahami

ketentuan perpajakan terlebih dahulu.
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4.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Dalam Menunjang Simiem

Seff-assessment Di Kabupaten Demak.

Dari kesimpulan mengenal pelaksanaan sistem perpajakan

seff-assessment oleh wajib pajak diatas dimana datam hal

- pengambilan SPT tahunan 36 responden hanya 25 % saja yang

melaksanakannya. Dalam hal menghitung dan menyetor pajak sendiri
dari 36 responden hanya 25 % saja yang melaksanakan sistem

perpajakan seff-assessment.  Untuk ity xami sarankan agar dari

keadaan yang demikian agal kepada fiskus juga memperbanyak

pengarahanibimbingan terhadap wajib pajak secara gradual, efekif

dan efisien, sehingga secara pertahap wajb pajak mampu

melaksanakan sistem perpajakan sef-assessment
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